SALINAN

WALI KOTA MEDAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SISTEM

KERJA PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota

Mengingat

Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2022 tentang
Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan
Riset dan Inovasi Daerah maka perlu membentuk Peraturan Wali
Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Dan Sistem Kerja Perangkat Daerah.

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan, Sumatera Utara,
Telepon : (061) 4512412 Faksimile (061) 4579228, 4520782
Laman : www.pemkomedan.go.id
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan  Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
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11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 181);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023
tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan
Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 435);

13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Medan Nomor 15 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SISTEM KERJA
PERANGKAT DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1

2,

Daerah adalah Kota Medan.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
yang diangkat oleh pejabat pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu Jabatan Pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan
Pemerintahan.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang Pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/barang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Medan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Medan.

Inspektorat adalah Inspektorat Kota Medan.

Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yang selanjutnya disebut UPT adalah
unsur Pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Kecamatan adalah Bagian wilayah dari Daerah kota yang dipimpin oleh
Camat.

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politik Kota Medan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Medan.
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Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi, yang selanjutnya disebut RSUD
Dr. Pirngadi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan.

Rumah Sakit Umum Daerah H. Bachtiar Djafar, yang selanjutnya disebut
RSUD H. Bachtiar Djafar adalah Rumah Sakit Umum Daerah H. Bachtiar
Djafar Kota Medan.

Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah
fasilitas Pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan Pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan
dan Pembangunan.

Jabatan Fungsional adalah seKelompok Jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan Pelayanan Fungsional yang berdasarkan atas
keahlian dan keterampilan tertentu.

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah seKelompok Jabatan tinggi pada instansi
pemerintah.

Jabatan Pelaksana merupakan Bagian dari Jabatan administrasi
berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara.

Pelayanan Administratif adalah tugas dan fungsi Sekretariat Daerah selaku
unsur staf dalam Pelayanan baik terhadap kegiatan internal Bagian
maupun lintas Perangkat Daerah termasuk Urusan Pemerintahan yang
tidak dilaksanakan oleh Dinas/badan.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disebut
Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada
daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah
provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana Keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Tata Kelola Air, yang selanjutnya disingkat TKA adalah Sub Urusan
Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi
sumber daya air, air minum, dan air limbah.

Koordinator merupakan tugas tambahan kepada pejabat Fungsional ahli
madya/Jabatan lainnya sebagai tugas tambahan yang diangkat/ditugaskan
oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, untuk Mengoordinasikan
suatu tugas tertentu sesuai Lingkup tugasnya dengan menggerakkan Tim
Kerja, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana melalui Kepala Dinas, untuk
mencapai tujuan Organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna.
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Tim kerja merupakan tugas tambahan kepada pejabat Fungsional/Jabatan
lainnya yang diangkat/ditugaskan oleh kepala Perangkat Daerah untuk
Mengoordinasikan suatu tugas tertentu sesuai Lingkup tugasnya dengan
menggerakkan Jabatan Fungsional dan/Jabatan Pelaksana untuk
mencapai tujuan Organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna;

Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk
suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah
untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman
tentang fenomena alam dan/ atau sosial, pembuktian kebenaran atau
ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesi, dan penarikan
kesimpulan ilmiah;

Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya
dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan
keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan
dan teknologi;

Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan,
kemanfaatan, dampak dan imlikasi sebelum dan /atau sesudah imu
pengetahuan dan teknologi diterapkan;

Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan/atau
pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi kedalam kegiatan
perekayasaan, inovasi dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologji;

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan
pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi berupa produk atau
proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses;

Inovasi adalah hasil Pemikiran, Penelitian Pengembangan, Pengkajian

Dan/Atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah
diterapkan serta memberikan kemanfaatann ekonomi dan/atau sosial.

BAB II
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota
Medan, terdiri atas:

aoop

Sekretariat Daerah;

Sekretariat DPRD;

Inspektorat;

Dinas, terdiri atas:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Dinas kesehatan;

Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang;

W
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18.
19.

Satuan Polisi Pamong Praja;

Dinas Sosial;

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

Dinas Ketenagakerjaan;

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;

. Dinas Lingkungan Hidup;
12.
13.
14.
15.
16.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan
Perdagangan;

Dinas Pemuda dan Olahraga;

Dinas Pariwisata; dan

Dinas Perpustakaan dan Arsip.

Badan, terdiri atas:
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Badan Riset dan Inovasi Daerah;

Badan Keuangan dan Aset Daerah;

Badan Pendapatan Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

ecamatan, terdiri atas:

Kecamatan Medan Sunggal;
Kecamatan Medan Timur;
Kecamatan Medan Tuntungan;
Kecamatan Medan Petisah;
Kecamatan Medan Labuhan;
Kecamatan Medan Barat;
Kecamatan Medan Maimun;
Kecamatan Medan Deli;
Kecamatan Medan Kota;

. Kecamatan Medan Denai;

. Kecamatan Medan Amplas;

. Kecamatan Medan Area;

. Kecamatan Medan Helvetia;

. Kecamatan Medan Perjuangan;
. Kecamatan Medan Selayang;

. Kecamatan Medan Tembung;

. Kecamatan Medan Baru;

. Kecamatan Medan Johor;

. Kecamatan Medan Polonia;

. Kecamatan Medan Marelan; dan
. Kecamatan Medan Belawan.
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BAB III
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, DAN INSPEKTORAT

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh Sekretaris
Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali
Kota.

(2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
dan kewajiban membantu Wali Kota dalam Penyusunan Kebijakan dan
Pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
serta Pelayanan administratif.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

Pengoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah;

Pengoordinasian Pelaksanaan tugas SKPD;

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah;

Pelayanan administratif dan pembinaan pegawai ASN pada instansi

Daerah; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan

tugas dan fungsinya.

o op

o

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a, terdiri atas:

a. Sekretariat Daerah;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:

1. Bagian Tata Pemerintahan:
1) Tim Kerja Lingkup Administrasi Pemerintahan;
2) Tim Kerja Lingkup Administrasi Kewilayahan;
3) Tim Kerja Lingkup Otonomi Daerah;
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat:
1) Tim Kerja Lingkup Bina Mental Spritual;
2) Tim Kerja Lingkup Kesejahteraan Sosial;
3) Tim Kerja Lingkup Kesejahteraan Masyarakat;
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.
3. Bagian Hukum:
1) Tim Kerja Lingkup Perundang-Undangan,;
2) Tim Kerja Lingkup Bantuan Hukum;
3) Tim Kerja Lingkup Dokumentasi dan Informasi;



4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.
4. Bagian Kerja Sama:
1) Tim Kerja Lingkup Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri;
2) Tim Kerja Lingkup Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri;
3) Tim Kerja Lingkup Evaluasi Kerja Sama;
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan:
1. Bagian perekonomian:
1) Tim Kerja Lingkup pembinaan BUMD dan BLUD;
2) Tim Kerja Lingkup pengendalian dan distribusi perekonomian;
3) Tim Kerja Lingkup Perencanaan dan Pengawasan ekonomi mikro
kecil;
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.
2. Bagian Administrasi Pembangunan:
1) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program,;
2) Tim Kerja Lingkup Pengendalian Program;
3) Tim Kerja Lingkup Evaluasi dan Pelaporan;
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.
3. Bagian pengadaan barang dan jasa:
1) Tim Kerja Lingkup pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
2) Tim Kerja Lingkup Pengelolaan Layanan Pengadaan secara
Elektronik;
3) Tim Kerja Lingkup Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan
Jasa;
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.
4. Bagian Sumber Daya Alam:
1) Tim Kerja Lingkup Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan;
2) Tim Kerja Lingkup Sumber Daya Alam Pertambangan dan
Lingkungan Hidup;
3) Tim Kerja Lingkup Sumber Daya Alam Energi dan Air;
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.
d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
1. Bagian Umum:
1) Tim Kerja Lingkup Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan
Kepegawaian,;
2) Tim Kerja Lingkup Perlengkapan;
3) Tim Kerja Lingkup Rumah Tangga,
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.
2. Bagian Organisasi:
1) Tim Kerja Lingkup Kelembagaan dan Analisis Jabatan,;
2) Tim Kerja Lingkup Pelayanan Publik dan Tatalaksana;
3) Tim Kerja Lingkup Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.
3. Bagian protokol dan Komunikasi pimpinan:
1) Sub Bagian Protokol;
2) Tim Kerja Lingkup Komunikasi Pimpinan;
3) Tim Kerja Lingkup Dokumentasi Pimpinan;
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4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan:
1) Tim Kerja Lingkup Perencanaan;
2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
3) Tim Kerja Lingkup Pelaporan;
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing masing

Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah diatur dengan Peraturan Wali
Kota.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 6

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur Pelayanan administratif dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Oleh
Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis
operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan
DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota
melalui Sekretaris Daerah.

(3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan
diberhentikan dengan keputusan Wali Kota atas persetujuan pimpinan
DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

(4) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
menyelenggarakan  administratif kesekretariatan dan  Keuangan,
mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan
Mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam
melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

(5) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:

Penyelenggaraan administratif kesekretariatan DPRD;

Penyelenggaraan administratif Keuangan DPRD;

Fasilitasi Penyelenggaraan rapat DPRD;

Penyediaan dan Pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Wali Kota terkait dengan

tugas dan fungsinya.

faoop

o
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Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan Organisasi sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b, terdiri atas:
a. Sekretaris DPRD;
b. Bagian Umum:
1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2) Tim Kerja Lingkup Rumah Tangga;
3) Tim Kerja Lingkup Perlengkapan;
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.
c. Bagian Program dan Keuangan:
1) Tim Kerja Lingkup Perencanaan dan Penganggaran;
2) Tim Kerja Lingkup Verifikasi;
3) Tim Kerja Lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.
d. Bagian persidangan dan perundang-undangan:
1) Tim Kerja Lingkup Kajian Hukum Perundang-Undangan;
2) Tim Kerja Lingkup Persidangan dan Risalah;
3) Tim Kerja Lingkup Humas, Protokol, dan Publikasi;
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.
e. Bagian fasilitasi penganggaran dan Pengawasan:
1) Tim Kerja Lingkup Fasilitasi Penganggaran,;
2) Tim Kerja Lingkup Fasilitasi Pengawasan;
3) Tim Kerja Lingkup Kerja Sama dan Aspirasi;
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.

Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing masing
Jabatan Struktural pada Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Wali Kota.
Bagian Ketiga

Inspektorat

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 9

(1) Inspektorat merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.

(2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.

(3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.



(4)

(6)

(7)

(8)

(9)
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Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
oleh Perangkat Daerah dan Perusahaan Umum Daerah.

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan Kebijakan teknis Bidang Pengawasan dan fasilitasi

Pengawasan;

b. Pelaksanaan Pengawasan internal terhadap kinerja dan Keuangan
melalui audit, reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan Pengawasan
lainnya;

. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali
Kota;

. Penyusunan laporan hasil Pengawasan;

. Pelaksanaan Koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

Pengawasan Pelaksanaan Program reformasi birokrasi;

. Pelaksanaan administratif Inspektorat; dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

O

ol e B O eR

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian
Keuangan negara/daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf ¢ tanpa menunggu penugasan dari Wali
Kota.

Dalam hal Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf
b dan huruf c terdapat indikasi wewenang dan/atau kerugian Keuangan
negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan supervisi kepada
Inspektorat dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang
dan/atau kerugian Keuangan negara/daerah.

Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud ayat (8) melibatkan
lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan internal
pemerintah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
c, terdiri atas:
a. Inspektur,
b. Sekretaris, membawahkan:
1) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;

2

) Tim Kerja Lingkup Perencanaan,

3) Tim Kerja Lingkup Analisis dan Evaluasi;
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.
c. Inspektur Pembantu I:
1) Jabatan Fungsional Auditor; dan
2) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
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d. Inspektur Pembantu II:

1) Jabatan Fungsional Auditor; dan

2) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
e. Inspektur Pembantu III:

1) Jabatan Fungsional Auditor; dan

2) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
f. Inspektur Pembantu IV:

1) Jabatan Fungsional Auditor; dan

2) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
g. Inspektur Pembantu khusus :

1) Jabatan Fungsional Auditor; dan

2) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
h. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya dan Pelaksana.

Pasal 11

Ketentuan lebih Ianjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing
Jabatan Struktural pada Inspektorat diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
DINAS

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 12

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur Pelaksana Urusan
Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

(4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan;

b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan;

c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang
Pendidikan dan Kebudayaan;

d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya,;

e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan
Perundang-Undangan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan
tugas dan fungsinya.
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Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 13

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan kebudayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1, terdiri atas:

a.
b.

[

(1)

(2)

Kepala Dinas;

Sekretaris, membawahkan:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2) Tim Kerja Lingkup Perencanaan, Keuangan dan BMD;

3) Tim Kerja Lingkup Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal:
1) Seksi Kurikulum dan Penilaian;

2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana,;

3) Tim Kerja Lingkup Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar:

1) Seksi Kurikulum dan Penilaian;

2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;

3) Tim Kerja Lingkup Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama:

1) Seksi Kurikulum dan Penilaian;

2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana,;

3) Tim Kerja Lingkup Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Kebudayaan:

1) Tim Kerja Cagar Budaya dan Permuseuman;

2) Tim Kerja Sejarah dan Tradisi;

3) Tim Kerja Kesenian;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Pembinaan Ketenagaan:

1) Seksi PTK Pendidikan Dasar;

2) Seksi PTK Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
3) Tim Kerja Lingkup Tenaga Kebudayaan;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

. UPT;

Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.
Pasal 14

Pembentukan UPT Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal ditetapkan
dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing
Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diatur dengan
Peraturan Wali Kota.
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Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 15

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan
Bidang Kesehatan.

(2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang
Kesehatan.

(4) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a.
b.
€:

d.
.

Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang
Kesehatan;

Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan
Perundang-Undangan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 16

Susunan Organisasi Dinas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf d angka 2, terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahkan:
1) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset;
2) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum,;
3) Tim Kerja Lingkup Program, Informasi, dan Hubungan Masyarakat;
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.
c. Bidang Kesehatan masyarakat:
1) Tim Kerja Lingkup Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
2) Tim Kerja Lingkup Usia Produktif dan Lansia;
3) Tim Kerja Lingkup Tata Kelola Kesehatan Masyarakat;
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.

d. Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit:
1) Tim Kerja Lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak

Menular;



(2)

(3)
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2) Tim Kerja Lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan
Penyehatan Lingkungan;

3) Tim Kerja Lingkup Imunisasi, Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan;;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Pelayanan kesehatan:

1) Tim Kerja Lingkup Pelayanan Kesehatan Primer;

2) Tim Kerja Lingkup Pelayanan Kesehatan Rujukan;

3) Tim Kerja Lingkup Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang sumber daya kesehatan:

1) Tim Kerja Lingkup Kefarmasian;

2) Tim Kerja Lingkup Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT);

3) Tim Kerja Lingkup Sumber Daya Manusia Kesehatan;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Rumah Sakit Umum Daerah dan UPT.

Pasal 17

Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah dan UPT dilaksanakan
tersendiri dengan peraturan Wali Kota dan berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing
Jabatan Struktural pada Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Wali
Kota.

Bagian Ketiga
Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 18

Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi merupakan
unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Air Limbah, Drainase,
Jalan dan Jasa Konstruksi.

Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota
melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Air Limbah,
Drainase, Jalan dan Jasa Konstruksi.

Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menyelenggarakan fungsi:



Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 3, terdiri atas:

a.
b.
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Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Air Limbah,
Drainase, Jalan dan Jasa Konstruksi;

Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Air Limbah,
Drainase, Jalan dan Jasa Konstruksi;

Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Air Minum,
Air Limbah, Drainase, Jalan dan Jasa Konstruksi;

Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan
Perundang-Undangan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 19

Kepala Dinas;

Sekretaris, membawahkan:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Keuangan;

3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Sumber Daya Air dan Drainase:

1) Tim Kerja Lingkup Perencanaan SDA dan Drainase;
2) Tim Kerja Lingkup Pembangunan SDA dan Drainase;
3) Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan SDA dan Drainase;
4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Bina Marga:

1) Tim Kerja Lingkup Perencanan Jalan;

2) Tim Kerja Lingkup Pembangunan Jalan;

3) Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Jalan;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang bina konstruksi:

1) Tim Kerja Lingkup Pengaturan Jasa Konstruksi;

2) Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
3) Tim Kerja Lingkup Pengawasan Jasa Konstruksi;
4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang peralatan:

1) Tim Kerja Lingkup Operasional Alat Berat;

2) Tim Kerja Lingkup Operasional Kendaraan Dinas;
3) Tim Kerja Lingkup perbengkelan;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

g. UPT.



(1)

(2)

(1)

3)
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Pasal 20

Pembentukan UPT ditetapkan dalam peraturan Wali Kota berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing
Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum diatur dengan Peraturan
Wali Kota.

Bagian Keempat
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 21

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman, Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Sub Urusan Bangunan/Gedung, Penataan Bangunan dan
Lingkungannya, Perumahan dan Penataan Ruang, Taman Jalan, Taman Kota,
Pohon Perkotaan, Pemakaman, dan Sub Urusan Pertanahan.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata dan Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota
melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Sub Urusan Bangunan/Gedung, Penataan Bangunan dan
Lingkungannya, Perumahan dan Penataan Ruang, Taman Jalan, Taman Kota,
Pohon Perkotaan, Pemakaman, dan Sub Urusan Pertanahan.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan
fungsi:

a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman, Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Sub Urusan Bangunan/Gedung, Penataan Bangunan
dan Lingkungannya, Perumahan dan Penataan Ruang, Taman Jalan,
Taman Kota, Pohon Perkotaan, Pemakaman dan Sub Urusan Pertanahan;

b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan
Kawasan permukiman, Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Sub Urusan Bangunan/Gedung, Penataan Bangunan
dan Lingkungannya, Perumahan dan Penataan Ruang, Taman Jalan,
Taman Kota, Pohon Perkotaan, Pemakaman dan Sub Urusan Pertanahan;

c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang
Perumahan dan Kawasan permukiman, Urusan Pemerintahan Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Bangunan/Gedung,
Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Perumahan dan Penataan
Ruang, Taman Jalan, Taman Kota, Pohon Perkotaan, Pemakaman dan Sub
Urusan Pertanahan;
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d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan
Perundang-Undangan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 22

Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya

dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 4, terdiri
atas:

a.
b.

Kepala Dinas;

Sekretaris, membawahkan:

1) Sub Bagian Umum;

2) Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program;

3) Jabatan Fungsional; dan

4) Jabatan Pelaksana.

Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Bangunan pemerintah:

1) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman;

2) Tim Kerja Lingkup Bangunan pemerintah;

3) Tim Kerja Lingkup Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Taman Kota,
dan Pemakaman);

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan:

1) Tim Kerja Lingkup Pemetaan;

2) Tim Kerja Lingkup Perencanaan Tata Ruang;

3) Tim Kerja Lingkup Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang;

4) Tim Kerja Lingkup Pertanahan;

5) Jabatan Fungsional; dan

6) Jabatan Pelaksana.

Bidang penataan Bangunan dan lingkungan:

1) Tim Kerja Lingkup Penataan dan Konservasi Bangunan;

2) Tim Kerja Lingkup Teknik Bangunan gedung;

3) Tim Kerja Lingkup Pengawasan Teknis Bangunan dan Lingkungan;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

UPT.

Pasal 23

Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing
Jabatan Struktural pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang diatur dengan Peraturan Wali Kota.
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Bagian Kelima
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 24

(1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur Pelaksana Urusan
Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat.

(4) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman,
Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman,
Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

d. Pelaksanaan administratif satuan polisi pamong praja sesuai dengan
Lingkup tugasnya;

e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan
Perundang-Undangan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 25

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d angka 5, terdiri atas:
a. Kepala Satuan;
b. Sekretaris, membawahkan:
1) Sub Bagian Program;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.
c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
2) Seksi Pengamanan dan Pengawalan;
3) Tim Kerja Lingkup Komunikasi dan kerja sama;
4) Jabatan Fungsional; dan
5)Jabatan Pelaksana.
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Bidang Perlindungan Masyarakat:

1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;

2) Seksi Bina Potensi Masyarakat;

3) Jabatan Fungsional; dan

4) Jabatan Pelaksana.

Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan daerah:
1) Seksi Pengawasan dan Penyelidikan;

2) Seksi penyidikan, Penuntutan dan Barang Bukti;
3) Tim Kerja Lingkup Pembinaan dan Penyuluhan;
4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Sumber Daya Aparatur:

1) Seksi Pelatihan Dasar;

2) Seksi Data dan Pengembangan;

3) Tim Kerja Lingkup Teknis Fungsional,

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing
Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan
Wali Kota.

(1)

(2)

(3)

(“4)

Bagian Keenam
Dinas Sosial

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 27

Dinas Sosial merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang
Sosial.

Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali
Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial,

b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;

c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang
Sosial;

d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya,

e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan
Perundang-Undangan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan
tugas dan fungsinya.
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Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 28

Susunan Organisasi Dinas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
d angka 6, terdiri atas:

a.
b.

(1)

(2)

Kepala Dinas;

Sekretaris, membawahkan:

1) Sub Bagian Umum;

2) Tim Kerja Lingkup Keuangan dan Penyusunan Program;

3) Jabatan Fungsional; dan

4) Jabatan Pelaksana.

Bidang Perlindungan dan jaminan sosial:

1) Tim Kerja Lingkup Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;

2) Tim Kerja Lingkup Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;

3) Tim Kerja Lingkup Jaminan Sosial Keluarga;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang rehabilitasi sosial:

1) Tim Kerja Lingkup Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti
dan/atau Lembaga;

2) Tim Kerja Lingkup Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Luar
Panti dan/atau Lembaga;

3) Tim Kerja Lingkup Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan Korban
Perdagangan Orang;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin:

1) Tim Kerja Lingkup identifikasi dan penguatan kapasitas;

2) Seksi Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran
Bantuan Stimulan, dan Penataan Lingkungan;

3) Tim Kerja Lingkup Kelembagaan, Kepahlawanan, dan Restorasi Sosial;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

UPT.

Pasal 29

Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing
Jabatan Struktural pada Dinas sosial diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 30

(1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur Pelaksana

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub
Urusan Kebakaran.
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(2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3)

(4)

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan
Kebakaran.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan
Ketertiban Umum, Sub Urusan Kebakaran;

Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan
Ketertiban Umum, Sub Urusan Kebakaran;

Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang
Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Kebakaran;
Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan
Perundang-Undangan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 31

Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 7, terdiri atas:
Kepala Dinas;

Sekretaris, membawahkan:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Keuangan;

3) Sub Bagian Penyusunan Program,;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang pencegahan:

1) Seksi Pencegahan dan Inspeksi;

2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha;

3) Jabatan Fungsional; dan

4) Jabatan Pelaksana.

Bidang pemadam:

1) Seksi Pemadaman Kebakaran,;

2) Seksi investigasi Kebakaran dan Penyelamatan;

3) Jabatan Fungsional; dan

4) Jabatan Pelaksana.

Bidang penyelamatan:

1) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran;

2) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran;

3) Jabatan Fungsional; dan

4) Jabatan Pelaksana.

Bidang sarana dan prasarana,

1) Seksi Informasi dan Pengolah Data;

2) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana;

a.
b.
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(1)
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3) Jabatan Fungsional; dan
4) Jabatan Pelaksana.
UPT.

Pasal 32

Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing
Jabatan Struktural pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan
Dinas Ketenagakerjaan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 33

Dinas Ketenagakerjaan merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan
Bidang Tenaga Kerja dan Sub Urusan Ketransmigrasian.

Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang
Tenaga Kerja dan Sub Urusan Ketransmigrasian.

Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan
Sub Urusan Ketransmigrasian;

b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan
Sub Urusan Ketransmigrasian,;

c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang
Tenaga Kerja dan Sub Urusan Ketransmigrasian;

d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;

e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan
Perundang-Undangan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 34

Susunan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d angka 8, terdiri atas:

a.
b.

Kepala Dinas;
Sekretaris, membawahkan:
1) Sub Bagian Umum;
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2) Sub Bagian Keuangan;

3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang pelatihan dan produktivitas:

1) Tim Kerja Lingkup Lembaga dan Instruktur;

2) Tim Kerja Lingkup Sertifikasi;

3) Tim Kerja Lingkup Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemagangan;
4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang penempatan Tenaga Kerja:

1) Tim Kerja Lingkup Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
2) Tim Kerja Lingkup Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;

3) Tim Kerja Lingkup Informasi Pasar Kerja dan Ketransmigrasian;
4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang perselisihan, syarat kerja, dan pengupahan:

1) Tim Kerja Lingkup Perselisihan;

2) Tim Kerja Lingkup Syarat Kerja;

3) Tim Kerja Lingkup Pengupahan;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang hubungan industrial, kelembagaan, dan jaminan sosial:
1) Tim Kerja Lingkup Hubungan Industrial;

2) Tim Kerja Lingkup Kelembagaan;

3) Tim Kerja Lingkup Jaminan Sosial dan Purna Kerja;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

UPT.

Pasal 35

Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing
Jabatan Struktural pada Dinas Ketenagakerjaan diatur dengan Peraturan
Wali Kota.

Bagian Kesembilan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 36

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Sub Urusan
Pemberdayaan Masyarakat.
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Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali
Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Sub Urusan
Pemberdayaan Masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan

Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam

melaksanakan  tugas sebagaimana  dimaksud pada ayat (3)

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Sub Urusan
Pemberdayaan Masyarakat;

b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Sub Urusan
Pemberdayaan Masyarakat;

c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan
Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
dan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat;

d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;

e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan
Perundang-Undangan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 37

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 9, terdiri atas:

a.
b.

Kepala Dinas;

Sekretaris, membawahkan:

1) Sub Bagian Umum;

2) Sub Bagian Keuangan;,

3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat;

1) Tim Kerja Lingkup Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan;

2) Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan Masyarakat;

3) Tim Kerja Lingkup Kualitas Keluarga dan Data;
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4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan

Khusus Anak;

1) Tim Kerja Lingkup Pemenuhan Hak Anak;

2) Tim Kerja Lingkup Perlindungan Khusus Anak;

3) Tim Kerja Lingkup Perlindungan Perempuan;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

1) Tim Kerja Lingkup Keluarga Berencana dan KIE;

2) Tim Kerja Lingkup Pengendalian Penduduk dan Informasi Pengolahan
Data;

3) Tim Kerja Lingkup Advokasi dan Penggerakan;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga:

1) Tim Kerja Lingkup Kesejahteraan dan Bina Keluarga;

2) Tim Kerja Lingkup Ketahanan Remaja;

3) Tim Kerja Lingkup pendayagunaan PLKB/PKB dan IMP;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

UPT.

Pasal 38

Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing
Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 39

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan unsur
Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang pangan, Urusan Pemerintahan
Bidang Pertanian, dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan
Perikanan Sub Urusan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dan
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Urusan
Perikanan Tangkap dan Perikanan budidaya.
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(4) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a.

Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang pangan, Urusan
Pemerintahan Bidang Pertanian, dan Urusan Pemerintahan Bidang
Kelautan dan Perikanan Sub Urusan Perikanan Tangkap dan Perikanan
Budidaya;

Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang pangan, Urusan
Pemerintahan Bidang Pertanian, dan Urusan Pemerintahan Bidang
Kelautan dan Perikanan Sub Urusan Perikanan Tangkap dan Perikanan
Budidaya;

Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang
pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dan Urusan
Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Urusan Perikanan
Tangkap dan Perikanan Budidaya;

Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan
Perundang-Undangan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 40

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 10, terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahkan:
1) Sub Bagian Umum;
2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.
c. Bidang ketersediaan, stabilisasi dan kerawanan pangan dan gizi :
1) Tim Kerja Lingkup Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
2) Tim Kerja Lingkup Stabilisasi Pasokan, Distribusi dan Harga Pangan;
3) Tim Kerja Lingkup Kerawanan Pangan dan Gizi,
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.
d. Bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan:
1) Tim Kerja Lingkup Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan

Pengembangan Pangan Lokal;
2) Tim Kerja Lingkup Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan;

3) Tim Kerja Lingkup Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu

Pangan;
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.
Bidang Pertanian dan Peternakan:
1) Tim Kerja Lingkup Tanaman Pangan dan Hortikultura;

2) Tim Kerja Lingkup Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan

Masyarakat Veteriner;
3) Tim Kerja Lingkup Prasarana dan Sarana Pertanian dan Perternakan;
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.
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f. Bidang Perikanan :
1) Tim Kerja Lingkup Perikanan Tangkap;
2) Tim Kerja Lingkup Perikanan Budi Daya;
3) Tim Kerja Lingkup Penguatan Daya Saing Usaha dan Produk;
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.
g. Bidang Sistem Informasi dan Perumusan Kebijakan :
1) Tim Kerja Sistem Informasi dan Perumusan Kebijakan Lingkup
Pertanian dan Peternakan;
2) Tim Kerja  Sistem informasi dan Perumusan Kebijakan Lingkup
Perikanan;
3) Tim Kerja Sistem Informasi dan Perumusan Kebijakan Lingkup
Ketahanan Pangan;
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.
h. UPT.

Pasal 41

(1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing
Jabatan Struktural Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesebelas
Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 42

(1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur Pelaksana Urusan
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Sub Urusan Kehutanan dan Sub
Urusan Energi Sumber Daya Mineral.

(2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang
Lingkungan Hidup, Sub Urusan Kehutanan dan Sub Urusan Energi
Sumber Daya Mineral.

(4) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup,
Sub Urusan Kehutanan dan Sub Urusan Energi Sumber Daya Mineral,

b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan
Hidup, Sub Urusan Kehutanan dan Sub Urusan Energi Sumber Daya
Mineral;

c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Lingkungan
Hidup, Sub Urusan Kehutanan dan Sub Urusan Energi Sumber Daya
Mineral;
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d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;

e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan
Perundang-Undangan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 43

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d angka 11, terdiri atas:

a.
b.

(1)

(2)

Kepala Dinas;

Sekretaris, membawahkan:

1) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum;

2) Sub Bagian Penyusunan Program;

3) Tim Kerja Lingkup Keuangan;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang tata lingkungan:

1) Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) ;

2) Tim Kerja Lingkup Kajian Dampak Lingkungan;

3) Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3:

1) Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampabh;

2) Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampabh;

3) Tim Kerja Lingkup Limbah B3;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup:

1) Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan;

2) Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan;

3) Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup:

1) Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;

2) Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan;

3) Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

4)Jabatan Fungsional; dan

5)Jabatan Pelaksana.

UPT.

Pasal 44

Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing
Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Wali
Kota.
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Bagian Kedua Belas
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 45

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur Pelaksana
Urusan Pemerintahan Bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang
administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan
Perundang-Undangan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 46

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 12, terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahkan:

1) Sub Bagian Umum;

2) Sub Bagian Keuangan;

3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program,;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.
c. Bidang Pelayanan pendaftaran penduduk:

1) Tim Kerja Lingkup Identitas Penduduk;

2) Tim Kerja Lingkup Pindah Datang Penduduk;

3) Tim Kerja Lingkup Pendataan Penduduk;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil:

1) Tim Kerja Lingkup Kelahiran;
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2) Tim Kerja Lingkup Perkawinan dan Perceraian;

3)Tim Kerja Lingkup Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan
Kematian;

4)Jabatan Fungsional; dan

5)Jabatan Pelaksana.

Bidang pengelolaan informasi administrasi Kependudukan:

1) Tim Kerja Lingkup Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

2) Tim Kerja Lingkup Pengelolaan dan Penyajian Data;

3)Tim Kerja Lingkup Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi
Komunikasi dan Informasi;

4) Jabatan Fungsional; dan

5)Jabatan Pelaksana.

Bidang pemanfaatan data dan inovasi Pelayanan:

1) Tim Kerja Lingkup Kerja Sama;

2) Tim Kerja Lingkup Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;

3) Tim Kerja Lingkup Inovasi Pelayanan;

4)Jabatan Fungsional; dan

5)Jabatan Pelaksana.

UPT.

Pasal 47

Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing
Jabatan Struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur
dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Belas
Dinas Perhubungan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 48

Dinas Perhubungan merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan
Bidang Perhubungan dan Sub Urusan Penerangan.

Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang
Perhubungan dan Sub Urusan Penerangan.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dan
Sub Urusan Penerangan;

b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dan
Sub Urusan Penerangan;

c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang
Perhubungan dan Sub Urusan Penerangan;
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d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;

e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan
Perundang-Undangan; dan

atas Peraturan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 49

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf d angka 13, terdiri atas:

a.
b.

Kepala Dinas;

Sekretaris, membawahkan:

1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum,;

2) Sub Bagian Keuangan;

3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Sarana Prasarana Angkutan dan Penerangan:

1) Seksi Pengujian Sarana;

2) Seksi Pengoperasian Prasarana;

3)Tim Kerja Lingkup Perencanaan, Pembangunan,
Pemeliharaan Sarana Prasarana;

4) Jabatan Fungsional; dan

5)Jabatan Pelaksana.

Bidang lalu lintas dan angkutan:

1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

2) Seksi Angkutan Jalan;

3) Tim Kerja Lingkup Laut dan Rel;

4)Jabatan Fungsional; dan

5)Jabatan Pelaksana.

Bidang pengembangan, pengendalian, dan keselamatan:

1) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;

Penerangan dan

2) Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan;
3)Tim Kerja Lingkup Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan

Angkutan;
4) Jabatan Fungsional; dan
5)Jabatan Pelaksana.
Bidang perparkiran:
1) Seksi Parkir Wilayah I;
2) Seksi Parkir Wilayah II;
3) Tim Kerja Lingkup Parkir Khusus;
4) Jabatan Fungsional; dan
5)Jabatan Pelaksana.
UPT.

Pasal 50

Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan

Peraturan Perundang-Undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing
Jabatan Struktural Dinas Perhubungan diatur dengan Peraturan Wali Kota.
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Bagian Keempat Belas
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 51

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur Pelaksana Urusan
Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Sub Urusan Statistik
dan Sub Urusan Persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Sub Urusan Statistik
dan Sub Urusan Persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan
Informatika, Sub Urusan Statistik dan Sub Urusan Persandian;

b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan
Informatika, Sub Urusan Statistik dan Sub Urusan Persandian;

c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang
Komunikasi dan Informatika, Sub Urusan Statistik dan Sub Urusan
Persandian;

d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;

e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan
Perundang-Undangan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 52

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 14, terdiri atas:

a.
b.

Kepala Dinas;

Sekretaris, membawahkan:

1) Sub Bagian Umum;

2) Sub Bagian Keuangan;

3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program,;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Komunikasi publik:

1) Tim Kerja Lingkup Media Komunikasi Publik;

2) Tim Kerja Lingkup Kemitraan Komunikasi publik;
3) Tim Kerja Lingkup Sumber Daya Komunikasi publik;
4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.
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Bidang Statistik dan informasi publik:

1) Tim Kerja Lingkup Pengelolaan Informasi Publik;

2) Tim Kerja Lingkup Analisa Data Sektoral;

3) Tim Kerja Lingkup Statistik Sektoral;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang teknologi Informatika:

1) Tim Kerja Lingkup Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2) Tim Kerja Lingkup Manajemen dan Integrasi Data;

3) Tim Kerja Lingkup Infrastruktur Jaringan;

4)Jabatan Fungsional; dan

5)Jabatan Pelaksana.

Bidang Persandian:

1) Tim Kerja Lingkup Tata Kelola Persandian;

2) Tim Kerja Lingkup Layanan Persandian;

3) Tim Kerja Lingkup Monitoring Evaluasi dan Audit Persandian;
4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang aplikasi Informatika:

1) Tim Kerja Lingkup Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi,
2) Tim Kerja Lingkup Penyelenggaraan Ekosistem TIK;

3) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Sumber Daya TIK;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

UPT.

Pasal 53

Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing
Jabatan Struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Belas
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 54

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan
unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota
melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
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(4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam

(1)

melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;

e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan
Perundang-Undangan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 55

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 15, terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahkan:
1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum,;
2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
3) Tim Kerja Lingkup Perencanaan dan Program,;
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.
c. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional
Penanaman Modal, mengkoordinir:
1) Tim Kerja Lingkup Tata Kelola dan Penanaman Modal;
2) Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan Usaha,;
3) Tim Kerja Lingkup Pemetaan Peluang, Potensi dan Strategi
Penanaman Modal;
4) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Sistem Penanaman Modal dan
PTSP;
5) Tim Kerja Lingkup Promosi Penanaman Modal ;
6) Tim Kerja Lingkup Kerjasama Penanaman Modal;
7) Tim Kerja Lingkup Pengelola Penanaman Modal Dalam Negeri;
8) Tim Kerja Lingkup Fasilitas Penanaman Modal;
9) Tim Kerja Lingkup Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
10) Tim Kerja Lingkup Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan
Penanaman Modal;
11) Jabatan Fungsional; dan
12) Jabatan Pelaksana.
d. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengkoordinir:
1) Tim Kerja Lingkup Perizinan dasar dan Perizinan Reklame;
2) Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Perhubungan dan PU;
3) Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Pertanian, Perikanan dan
Kelautan;
4) Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Pendidikan;
5) Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Perdagangan;
6) Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Ketenagakerjaan;
7) Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Tenaga Kesehatan;
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8) Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Sarana Kesehatan;
9) Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Industri dan Perizinan lainnya;
10) Tim Kerja Lingkup Penyuluhan Pelayanan Perizinan;
11) Jabatan Fungsional; dan
12) Jabatan Pelaksana.
e. UPT

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat

membentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan
kebutuhan.

Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) beranggotakan tenaga teknis internal Dinas Lingkup Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan/atau tenaga teknis eksternal Dinas yang
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan
Bidangnya.

Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis
dalam rangka memberikan rekomendasi Perizinan dan nonperizinan.

Pasal 56

Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing
Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam belas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 57

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha
Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah.

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali
Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil,
dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
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(4) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha
Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;

e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan
Perundang-Undangan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 58

Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 16, terdiri
atas:

a.
b.

Kepala Dinas;

Sekretaris, membawahkan:

1) Sub Bagian Umum,;

2) Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program,

3) Jabatan Fungsional; dan

4) Jabatan Pelaksana.

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:

1) Tim Kerja Lingkup kelembagaan;

2) Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;

3) Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Perindustrian:

1) Tim Kerja Lingkup Kerjasama dan Promosi Investasi Industri;

2) Tim Kerja Lingkup Pembangunan Sumber Daya Industri;

3) Tim Kerja Lingkup Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Perdagangan dan Kemetrologian:

1) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;

2) Tim Kerja Lingkup Kemetrologian;

3) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Sistem Informasi, Perumusan Kebijakan dan Pengawasan:

1) Tim Kerja Sistem Informasi, Perumusan Kebijakan dan Pengawasan
Lingkup Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

2)Tim Kerja Sistem Informasi, Perumusan Kebijakan dan Pengawasan
Lingkup Lingkup Perindustrian;

3)Tim Kerja Sistem Informasi, Perumusan Kebijakan dan Pengawasan
Lingkup Lingkup Perdagangan dan Kemetrologian;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.



(1)

(2)

(3)

39

UPT.

Pasal 59

Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing
Jabatan Struktural Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh belas
Dinas Pemuda Dan Olahraga

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 60

Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur Pelaksana Urusan
Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan
Olahraga;

b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan
Olahraga;

c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang
Kepemudaan dan Olahraga;

d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya,;

e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan
Perundang-Undangan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 61

Susunan Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf d angka 17, terdiri atas:

a.
b.

Kepala Dinas;

Sekretaris, membawahkan:

1) Sub Bagian Umum,;

2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;

3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
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4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Layanan Kepemudaan:

1) Tim Kerja Lingkup Penyadaran Pemuda;

2) Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan Pemuda;

3) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Pemuda;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Pembudayaan Olahraga:

1) Tim Kerja Lingkup Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;

2) Tim Kerja Lingkup Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus;

3) Tim Kerja Lingkup Penghargaan Olahraga;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga:

1) Tim Kerja Lingkup Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan
Tenaga Keolahragaan;

2) Tim Kerja Lingkup Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;

3) Tim Kerja Lingkup Standarisasi Olahraga;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan:

1) Tim Kerja Lingkup Sarana dan Prasarana Pemuda;

2) Tim Kerja Lingkup Sarana dan Prasarana Olahraga;

3) Tim Kerja Lingkup Kemitraan Pemuda dan Olahraga;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

UPT.

Pasal 62

Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing
Jabatan Struktural pada Dinas Pemuda dan Olahraga diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan belas
Dinas Pariwisata

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 63

Dinas Pariwisata merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan
Bidang Pariwisata.

Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali
Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang
Pariwisata.
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Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;

b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;

c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang
Pariwisata;

d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;

e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan
Perundang-Undangan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 64

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf d angka 18, terdiri atas:

a.
b.

Kepala Dinas;

Sekretaris, membawahkan:

1) Sub Bagian Umum,;

2) Tim Kerja Lingkup Keuangan dan Penyusunan Program,;

3) Jabatan Fungsional; dan

4) Jabatan Pelaksana.

Bidang destinasi dan industri Pariwisata:

1) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Daya Tarik Wisata;

2) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Kawasan Pariwisata;

3) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Industri Pariwisata;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang pemasaran Pariwisata;

1) Tim Kerja Lingkup Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata;

2) Tim Kerja Lingkup Promosi Pariwisata;

3) Tim Kerja Lingkup Riset dan Analisis Data Pariwisata;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang ekonomi kreatif;

1) Tim Kerja Lingkup Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya
Manusia, dan Infrastruktur;

2) Tim Kerja Lingkup Akses Permodalan dan Pemasaran;

3) Tim Kerja Lingkup Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan
Antar Lembaga dan Wilayah;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

UPT.

Pasal 65

Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing
Jabatan Struktural pada Dinas Pariwisata diatur dengan Peraturan Wali
Kota.
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Bagian Kesembilan belas
Dinas Perpustakaan dan Arsip

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 66

(1) Dinas Perpustakaan dan Arsip merupakan unsur Pelaksana Urusan
Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

(2) Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

(4) Dinas Perpustakaan dan Arsip dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan
Kearsipan;

Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan
Kearsipan;

Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang
Perpustakaan dan Kearsipan;

Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan
Perundang-Undangan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 67

Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf d angka 19, terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahkan:
1) Sub Bagian Umum;
2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
4) Jabatan Fungsional; dan
5)Jabatan Pelaksana.
c. Bidang Pengembangan Koleksi, Layanan, dan Konservasi Bahan Pustaka:
1) Tim Kerja Lingkup Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka;
2) Tim Kerja Lingkup Layanan Otomasi dan Kerja Sama;
3) Tim Kerja Lingkup Konservasi Bahan Pustaka;
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.
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Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran

Membaca:

1) Tim Kerja Lingkup Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;

2) Tim Kerja Lingkup Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan;

3) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan:

1) Tim Kerja Lingkup Pembinaan Perangkat Daerah, Perusahaan Daerah,
Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, dan Masyarakat;

2) Tim Kerja Lingkup Pengawasan Perangkat Daerah, Perusahaan Daerah,
Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, dan Masyarakat;

3) Tim Kerja Lingkup Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kearsipan;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Pengelolaan dan Layanan Pemanfaatan Arsip:

1) Tim Kerja Lingkup Pengelolaan Arsip;

2) Tim Kerja Lingkup Akuisisi, Pengelolaan, dan Preservasi Arsip; dan

3)Tim Kerja Lingkup Layanan dan Pemanfaatan Sistem Informasi
Kearsipan.

4) Jabatan Fungsional; dan

5)Jabatan Pelaksana

UPT.

Pasal 68

Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing
Jabatan Struktural pada Dinas Perpustakaan dan Arsip diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

BAB V
BADAN

Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 69

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang
Urusan Pemerintahan Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Perencanaan Pembangunan
Daerah.
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(4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

C.

Penyusunan Kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah;
Pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan
Daerah;

Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan
teknis Perencanaan Pembangunan Daerah;

pembinaan teknis Penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan
atas Peraturan Perundang-Undangan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 70

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 1, terdiri atas:
a. Kepala Badan;
b. Sekretaris, membawahkan:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.
c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah:
1) Tim Kerja Lingkup Perencanaan dan Pendanaan;
2) Tim Kerja Lingkup Data dan Informasi;
3) Tim Kerja Lingkup Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan,;
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.
d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia:
1) Tim Kerja Lingkup Pendidikan dan Kebudayaan,;
2) Tim Kerja Lingkup sosial dan Kemasyarakatan;
3) Tim Kerja Lingkup Pemerintahan dan Perlindungan Masyarakat;
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.
e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam:
1) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Dunia Usaha;
2) Tim Kerja Lingkup Pangan, Pertanian, dan Sumber Daya Alam,;
3) Tim Kerja Lingkup Keuangan, Investasi, dan Pariwisata;
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.
f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
1) Tim Kerja Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan I;
2) Tim Kerja Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan II;
3) Tim Kerja Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan III;
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.
g. UPT.
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Pasal 71

Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing
Jabatan Struktural pada badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur
dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 72

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan
unsur penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali
Kota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam
melaksanakan  tugas sebagaimana  dimaksud pada ayat (3)
menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan Kebijakan teknis Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia;

c. Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan
teknis Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

d. pembinaan teknis Penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Lingkup Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 73

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 2, terdiri atas:

a.
b.

Kepala Badan;
Sekretaris, membawahkan:
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1) Sub Bagian Umum;

2) Sub Bagian Keuangan;

3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
4)Jabatan Fungsional; dan

5)Jabatan Pelaksana.

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi:

1) Tim Kerja Lingkup Pengadaan dan Pemberhentian;
2) Tim Kerja Lingkup Data dan Informasi;

3) Tim Kerja Lingkup Fasilitasi Profesi ASN;

4) Jabatan Fungsional; dan

5)Jabatan Pelaksana.

Bidang Mutasi dan Promosi:

1) Tim Kerja Lingkup Mutasi;

2) Tim Kerja Lingkup Kepangkatan;

3) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Karir;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Pengembangan Aparatur:

1) Tim Kerja Lingkup Pelatihan Penjenjangan dan Sertifikasi;
2) Tim Kerja Lingkup Pelatihan Teknis dan Fungsional;
3) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Kompetensi;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Penilaian Aparatur:

1) Tim Kerja Lingkup Kinerja;

2) Tim Kerja Lingkup Disiplin;

3) Tim Kerja Lingkup Penghargaan;

4)Jabatan Fungsional; dan

5)Jabatan Pelaksana.

UPT.

Pasal 74

Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing
Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Badan Riset dan Inovasi Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 75

Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang Urusan
Pemerintahan Lingkup Penelitian dan Pengembangan meliputi Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta invensi dan inovasi yang
terintegrasi di Daerah.

Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
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Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan kebijakan,
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan,
pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah secara
menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana
induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah
sebagai landasan dalam perencanaan Pembangunan Daerah disegala
bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan Kebijakan, Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Invensi dan
Inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu
pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam
perencanaan pembangunan daerah disegala bidang kehidupan yang
berpedoman pada nilai pancasila;

b. Penyusunan Perencanaan, Program, Anggaran, Kelembagaan dan
sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan,
serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai
Pancasila;

c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Riset dan
Inovasi, Kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta kemitraan dan penelitaian, pengembangan, pengkajian dan
penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang Riset dan Inovasi,
kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta
invensi dan inovasi di daerah;

e. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan
pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;

f. Pelaksanaan pembangunan pengembangan, pengelolaan dan
pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di
daerah;

g. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/
organisasi penelitian lainnya di daerah;

h. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

i. Pelaksanaan administrasi Badan; dan

j. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 76

Susunan Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf e angka 3, terdiri atas:

a.
b.

Kepala Badan.

Sekretaris, membawahkan:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2) Tim Kerja Lingkup Keuangan dan Penyusunan Program;
3) Jabatan Fungsional; dan
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4)Jabatan Pelaksana.

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk Pelaksanaan Kebijakan,

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penelitian, Pengembangan,

Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan  Teknologi,

mengkoordinir:

1) Tim Kerja Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan lingkup
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

2) Tim Kerja Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan lingkup
Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;

3) Tim Kerja Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan lingkup
Ekonomi;

4) Tim Kerja Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan lingkup
Sosial dan Budaya;

5)Tim Kerja Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan lingkup
Kependudukan;

6) Tim Kerja Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan lingkup
Pemberdayaan Masyarakat;

7)Jabatan Fungsional; dan

8) Jabatan Pelaksana.

Koordinator Lingkup Pelaksanaan Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi dan

Pengendalian Invensi dan Inovasi, mengkoordinir:

1) Tim Kerja Invensi dan Inovasi lingkup Pemerintahan,;

2) Tim Kerja Invensi dan Inovasi lingkup Pembangunan;

3) Tim Kerja Invensi dan Inovasi lingkup Kemasyarakatan;

4)Jabatan Fungsional; dan

5)Jabatan Pelaksana.

UPT.

Pasal 77

Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing
Jabatan Struktural pada Badan Riset dan Inovasi Daerah diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 78

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang Urusan
Pemerintahan Lingkup Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan Lingkup Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
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(4) Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

C.

Penyusunan Kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
Pelaksanaan tugas dukungan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah;

Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan
teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

pembinaan teknis Penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Lingkup Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 79

Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf e angka 4, terdiri atas:

Kepala Badan;

Sekretaris, membawahkan:

1) Sub Bagian Umum;

2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;

3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Perencanaan Anggaran:

1) Sub Bidang Anggaran I;

2) Sub Bidang Anggaran II;

3) Tim Kerja Lingkup Anggaran III;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah:

1) Sub Bidang Perbendaharaan I;

2) Sub Bidang Perbendaharaan II;

3) Tim Kerja Lingkup Kas Daerah;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan:

1) Sub Bidang Pembukuan;

2) Sub Bidang Pelaporan;

3) Tim Kerja Lingkup Pengolahan Data dan Informasi;
4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Aset dan Investasi:

1) Sub Bidang Pendataan dan Inventarisasi Aset;
2) Sub Bidang Pembiayaan dan Investasi;

3) Tim Kerja Lingkup Pengendalian dan Pengawasan Aset;
4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

g. UPT.

a.
b.
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Pasal 80

Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing
Jabatan Struktural pada badan Keuangan dan Aset Daerah diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Badan Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 81

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan
Pemerintahan Lingkup Keuangan Daerah yang berkaitan dengan
Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan Lingkup Keuangan Daerah yang berkaitan dengan
Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan Kebijakan teknis Keuangan Daerah yang berkaitan dengan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Keuangan Daerah yang berkaitan
dengan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;

c. Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan
teknis Keuangan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah;

d. pembinaan teknis Penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Lingkup Keuangan Daerah yang berkaitan dengan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan atas Peraturan
Perundang-Undangan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 82

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf e angka 5, terdiri atas:

a.
b.

Kepala Badan.
Sekretaris, membawahkan:
1) Sub Bagian Umum;
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2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;

3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang PBJT Jasa Perhotelan, Makanan, dan Minuman, Kesenian dan

Hiburan:

1) Sub Bidang PBJT Makanan dan Minuman;

2) Sub Bidang PBJT Hotel dan Hiburan;

3) Tim Kerja Lingkup Pembukuan, Pelaporan dan Tunggakan;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang PBJT Parkir, Tenaga Listrik, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan

Pajak Sarang Burung Walet:

1) Sub Bidang Reklame

2) Sub Bidang PBJT Parkir, Listrik dan Air Tanah;

3) Tim Kerja Lingkup Pembukuan, Pelaporan dan Tunggakan;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi

Bangunan:

1) Sub Bidang Pajak Bumi Bangunan,;

2) Sub Bidang Bea Perolahan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

3) Tim Kerja Lingkup Pembukuan, Pelaporan dan Tunggakan;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak, Retribusi Daerah, OPSEN

PKB Dan BBNKB:

1) Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, Evaluasi Pajak dan Retribusi
Daerah;

2) Sub Bidang OPSEN PKB DAN BBNKB;

3) Tim Kerja Lingkup Hukum dan Publikasi Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

4) Jabatan Fungsional; dan

5) Jabatan Pelaksana.

UPT.

Pasal 83

Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing

Jabatan Struktural pada Badan Pendapatan Daerah diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 84

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang Urusan

Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
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(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a.
b.
C.

d.

Penyusunan Kebijakan teknis Kesatuan Bangsa dan Politik;
Pelaksanaan tugas dukungan teknis Kesatuan Bangsa dan Politik;
Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan
teknis Kesatuan Bangsa dan Politik;

pembinaan teknis Penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan atas
Peraturan Perundang-Undangan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 85

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 6 terdiri atas:
a. Kepala Badan;

b.

Sekretariat, membawahkan:

1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum,
2) Tim Kerja Lingkup Program dan Anggaran;
3) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana.
c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa:
1) Tim Kerja Lingkup Ideologi dan Wawasan Kebangsaan,;
2) Tim Kerja Lingkup Bela Negara dan Karakter Bangsa;
3)Jabatan Fungsional; dan
4)Jabatan Pelaksana.
d. Bidang Politik Dalam Negeri:
1) Tim Kerja Lingkup Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
2) Tim Kerja Lingkup Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan

Partai Politik;

3)Jabatan Fungsional; dan
4)Jabatan Pelaksana.
e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan:
1) Tim Kerja Lingkup Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
2) Tim Kerja Lingkup Organisasi Kemasyarakatan;
3)Jabatan Fungsional; dan
4)Jabatan Pelaksana.
f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik:
1) Tim Kerja Lingkup Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
2) Tim Kerja Lingkup Penanganan Konflik;
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3) Jabatan Fungsional; dan
4) Jabatan Pelaksana.
UPT.

Pasal 86

Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing
Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 87

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang
Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota
melalui Sekretaris Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Wali
Kota dan Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) terhadap
usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,
penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan
setara;

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan Penyelenggaraan

penanggulangan bencana berdasarkan atas Peraturan Perundang-

Undangan;

Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;

Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

e. Melaksanakan Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Wilaya
Kota Medan;

f. Melaporkan Penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali

Kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam

kondisi darurat bencana;

Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari

anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan.
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
diatur dengan Peraturan Wali Kota.

(6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan dan penetapan Kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif, dan
efisien;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu, dan menyeluruh; dan

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 88

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 7, terdiri atas:
a. Kepala Badan;
b. Sekretaris, membawahkan;
1) Sub Bagian Umum;
2) Tim Kerja Lingkup Keuangan,;
3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program,;
4) Jabatan Fungsional; dan
5) Jabatan Pelaksana
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
1) Tim Kerja Lingkup Pencegahan;
2) Tim Kerja Lingkup Kesiapsiagaan;
3) Jabatan Fungsional; dan
4) Jabatan Pelaksana.
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:
1) Tim Kerja Lingkup Kedaruratan;
2) Tim Kerja Lingkup Logistik;
3) Jabatan Fungsional; dan
4) Jabatan Pelaksana.
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
1) Tim Kerja Lingkup Rehabilitasi;
2) Tim Kerja Lingkup Rekonstruksi;
3) Jabatan Fungsional; dan
4) Jabatan Pelaksana
f. UPT.

Pasal 89

(1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing
Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur
dengan Peraturan Wali Kota.
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BAB VI
KECAMATAN

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 90

Kecamatan  dibentuk dalam rangka  meningkatkan  Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan
Masyarakat dan Kelurahan.

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah.

Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:

a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;

b. Mengoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;

c. Mengoordinasikan upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum;

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Wali Kota;

e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan
Umum;

f. Mengoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

Membina dan mengawasi Penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;

Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di

Kecamatan; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan
Perundang-Undangan.

509

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat
melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 91

Susunan organisasi masing-masing Kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf f, terdiri atas:
a. Camat;
b. Sekretaris, membawahkan:
1) Sub Bagian Umum; dan
2) Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program.
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Seksi Tata Pemerintahan;

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Seksi Kesejahteraan Sosial;

Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah; dan

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing
Jabatan Struktural pada Kecamatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
KELURAHAN

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 93

(1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk
membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

(2)

(3)

Kelurahan dipimpin oleh Lurah selaku perangkat Kecamatan dan
bertanggung jawab kepada Camat.

Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu

Camat dalam:

a. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;

b. Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat;

c. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat;

d. Memelihara Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas Pelayanan Umum;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan

g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 94

(1) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, terdiri atas:

a.

b.

Kecamatan Medan Sunggal, terdiri atas:
Kelurahan Sunggal;

Kelurahan Lalang;

Kelurahan Tanjung Rejo;
Kelurahan Babura;

Kelurahan Sei Kambing B; dan
Kelurahan Simpang TanJung
Kecamatan Medan Timur, terdiri atas:
1. Kelurahan Durian;

2. Kelurahan Sidodadi;

3. Kelurahan Gaharu;

4. Kelurahan Gang Buntu;
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Kelurahan Glugur Darat I;
Kelurahan Glugur Darat II;
Kelurahan Pulo Brayan Darat I;
Kelurahan Pulo Brayan Darat II;
Kelurahan Pulo Brayan Bengkel;
10 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru; dan
11. Kelurahan Perintis.
Kecamatan Medan Tuntungan, terdiri atas:
Kelurahan Laucih;
Kelurahan Mangga;
Kelurahan Sidomulyo;
Kelurahan Namo Gajah;
Kelurahan Simalingkar B;
Kelurahan Baru Ladang Bambu;
Kelurahan Kemenangan Tani;
Kelurahan Tanjung Selamat; dan
Kelurahan Simpang Selayang.
ecamatan Medan Petisah, terdiri atas:
Kelurahan Sekip;
Kelurahan Petisah Tengah;
Kelurahan Sei Sikambing D;
Kelurahan Sei Putih Barat;
Kelurahan Sei Putih Tengah;
Kelurahan Sei Putih Timur I; dan
Kelurahan Sei Putih Timur II.
ecamatan Medan Labuhan, terdiri atas:
Kelurahan Besar;
Kelurahan Martubung;
Kelurahan Sei Mati;
Kelurahan Nelayan Indah;
Kelurahan Pekan Labuhan; dan
Kelurahan Tangkahan.
ecamatan Medan Barat, terdiri atas:
Kelurahan Silalas;
Kelurahan Kesawan;
Kelurahan Sei Agul;
Kelurahan Karang Berombak;
Kelurahan Pulo Brayan; dan
Kelurahan Glugur Kota.
ecamatan Medan Maimun, terdiri atas:
Kelurahan Aur;
Kelurahan Jati;
Kelurahan Hamdan;
Kelurahan Sei Mati;
Kelurahan Suka Raja; dan
Kelurahan Kampung Baru.
ecamatan Medan Deli, terdiri atas:
Kelurahan Mabar;
Kelurahan Mabar Hilir;
Kelurahan Titi Papan;
Kelurahan Tanjung Mulia;
Kelurahan Tanjung Mulia Hilir; dan
Kelurahan Kota Bangun.
Kecamatan Medan Kota, terdiri atas:
1. Kelurahan Masjid;
2. Kelurahan Sitirejo I;
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Kelurahan Sudirejo I;

Kelurahan Sudirejo II;

Kelurahan Sei Rengas I;
Kelurahan Pandu Hulu I;
Kelurahan Kotamatsum III;
Kelurahan Teladan Timur;
Kelurahan Teladan Barat;

10 Kelurahan Pusat Pasar;

11. Kelurahan Pasar Baru; dan

12. Kelurahan Pasar Merah Barat.
Kecamatan Medan Denai, terdiri atas:
Kelurahan Denai;

Kelurahan Binjai;

Kelurahan Medan Tenggara;
Kelurahan Tegal Sari Mandala I;
Kelurahan Tegal Sari Mandala II; dan
Kelurahan Tegal Sari Mandala III.
ecamatan Medan Amplas, terdiri atas:
Kelurahan Amplas;

Kelurahan Sitirejo II;

Kelurahan Sitirejo I1I;

Kelurahan Harjosari I;

Kelurahan Harjosari II;

Kelurahan Timbang Deli; dan
Kelurahan Bangun Mulya.
ecamatan Medan Area, terdiri atas:
Kelurahan Sukaramai I;
Kelurahan Sukaramai II;
Kelurahan Tegal Sari I;

Kelurahan Tegal Sari II;
Kelurahan Tegal Sari III;
Kelurahan Kotamatsum I;
Kelurahan Kotamatsum II;
Kelurahan Kotamatsum IV;
Kelurahan Pandau Hulu II;

10 Kelurahan Sei Rengas II;

11. Kelurahan Sei Rengas Permata; dan
12. Kelurahan Pasar Merah Timur.

. Kecamatan Medan Helvetia, terdiri atas:
Kelurahan Dwi Kora;

Kelurahan Helvetia;

Kelurahan Helvetia Timur;
Kelurahan Helvetia Tengah;
Kelurahan Tanjung Gusta;
Kelurahan Cinta Damai; dan
Kelurahan Sei Sikambing C.
ecamatan Medan Perjuangan, terdiri atas:
Kelurahan Tegal Rejo;

Kelurahan Pahlawan;

Kelurahan Pandau Hilir;
Kelurahan Sei Kera Hulu;
Kelurahan Sei Kera Hilir I;
Kelurahan Sei Kera Hilir II;
Kelurahan Sidorame Timur;
Kelurahan Sidorame Barat I; dan
Kelurahan Sidorame Barat II.
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0. Kecamatan Medan Selayang, terdiri atas:
Kelurahan Beringin;

Kelurahan Tanjung Sari;

Kelurahan Asam Kumbang;
Kelurahan Padang Bulan Selayang I;
Kelurahan Padang Bulan Selayang II; dan
Kelurahan Sempakata.

ecamatan Medan Tembung dengan tipe a, terdiri dari:
Kelurahan Tembung;

Kelurahan Indra Kasih;

Kelurahan Bantan;

Kelurahan Bantan Timur;
Kelurahan Sidorejo;

Kelurahan Sidorejo Hilir; dan
Kelurahan Bandar Selamat.
ecamatan Medan Baru, terdiri atas:
Kelurahan Darat;

Kelurahan Babura;

Kelurahan Merdeka;

Kelurahan Titi Rante;

Kelurahan Petisah Hulu; dan
Kelurahan Padang Bulan.

ecamatan Medan Johor, terdiri atas:
Kelurahan Suka Maju;

Kelurahan Gedung Johor;
Kelurahan Titi Kuning;

Kelurahan Kuala Bekala;

Kelurahan Kedai Durian; dan
Kelurahan Pangkalan Masyhur.
ecamatan Medan Polonia, terdiri atas:
Kelurahan Anggrung;

Kelurahan Polonia;

Kelurahan Sari Rejo;

Kelurahan Suka Dame; dan
Kelurahan Madras Hulu.

ecamatan Medan Marelan, terdiri atas:
Kelurahan Terjun;

Kelurahan Tanah Enam Ratus;
Kelurahan Rengas Pulau;

Kelurahan Labuhan Deli; dan
Kelurahan Paya Pasir.

ecamatan Medan Belawan, terdiri atas:
Kelurahan Bagan deli;

Kelurahan Belawan I;

Kelurahan Belawan II;

Kelurahan Belawan Bahari;
Kelurahan Belawan Bahagia; dan
Kelurahan Belawan Sicanang.
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Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas:

a. Lurah;

b. Sekretaris;

c. Seksi Tata Pemerintahan;

d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

e. Seksi Pembangunan; dan
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f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing
Jabatan Struktural pada Kelurahan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
STAF AHLI

Pasal 96

(1) Staf Ahli Wali Kota, terdiri atas:
a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

(2) Staf Ahli Wali Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali
Kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

(3) Staf Ahli Wali Kota diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan.

(4) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Wali Kota ditetapkan oleh Wali
Kota.

Pasal 97
Staf Ahli Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 bertugas
memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Wali Kota sesuai
keahliannya.

BAB IX
ESELONISASI

Pasal 98

(1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon Il.a atau Jabatan
pimpinan tinggi pratama.

(2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja, dan Staf Ahli Wali Kota, merupakan Jabatan
Struktural Eselon II.b atau Jabatan pimpinan tinggi pratama.

(3) Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas/Badan/Inspektorat/Satuan Polisi
Pamong Praja, Inspektur Pembantu, dan Camat merupakan Jabatan
Struktural Eselon IIl.a atau Jabatan administrator.

(4) Kepala Bidang pada Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja, dan
Sekretaris pada Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b
atau Jabatan administrator.

(5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah/Sekretariat
DPRD/Inspektorat/Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Sub



(6)

(1)

61

Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala UPT Dinas/Badan merupakan Jabatan
Struktural Eselon [V.a atau Jabatan Pengawas.

Sekretaris pada Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub
Bagian Tata Usaha pada UPT Dinas/Badan, dan Kepala Sub Bagian pada
Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b atau Jabatan
Pengawas.

Eselonisasi Jabatan Struktural pada RSUD Dr. Pirngadi dan RSUD H.
Bachtiar Djafar mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X
SISTEM KERJA

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi Dalam Pelaksanaan Sistem Kerja

Pasal 99

Struktur Organisasi pada pelaksanaan Sistem Kerja sebagai berikut :

0 po Te
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Sekretariat Daerah adalah sebagaimana Lampiran I

Sekretariat DPRD adalah sebagaimana Lampiran II

Inspektorat adalah sebagaimana Lampiran III

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagaimana Lampiran IV;
Dinas Kesehatan adalah sebagaimana Lampiran V;

Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi adalah
sebagaimana Lampiran VI;

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
adalah sebagaimana Lampiran VII;

Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana Lampiran VIII;

Dinas Sosial adalah sebagaimana Lampiran IX;

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagaimana
Lampiran X;

Dinas Ketenagakerjaan adalah sebagaimana Lampiran adalah
sebagaimana Lampiran XI;

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
adalah sebagaimana Lampiran XII;

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan adalah
sebagaimana Lampiran XIII;

Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagaimana Lampiran XIV;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana
Lampiran XV;

Dinas Perhubungan adalah sebagaimana Lampiran XVI;

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana Lampiran
XVII;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah
sebagaimana Lampiran XVIII;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan
Perdagangan adalah sebagaimana Lampiran XIX

Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebagaimana Lampiran XX;

Dinas Pariwisata adalah sebagaimana Lampiran XXI; dan

Dinas Perpustakaan dan Arsip adalah sebagaimana Lampiran XXII
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana
Lampiran XXIII;



(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(3)

62

x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah
sebagaimana Lampiran XXIV;

y. Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah sebagaimana Lampiran XXV;

z. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagaimana Lampiran
XXVI,

aa. Badan Pendapatan Daerah adalah sebagaimana Lampiran XXVII;

bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana Lampiran

XXVIII;
cc. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagaimana
Lampiran XXIX;

dd. Kecamatan adalah sebagaimana Lampiran XXX;
ee. Kelurahan adalah sebagaimana Lampiran XXXI.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan tugas dan tanggung jawab
Perangkat Daerah sebagaimana ayat (1) dijabarkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis,
Proses Bisnis, Rencana Kegiatan, dan Sasaran Kinerja Pegawai.

Rencana Kegiatan dirumuskan dalam kegiatan tahunan untuk menentukan
tugas, tanggung jawab, peran dan target capaian yang akan dipenuhi oleh
ASN yang dicantumkan dalam SKP, mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Dan
Pelaksana.

Untuk optimalisasi hasil kerja Perangkat Daerah maka Pelaksanaan
Rencana Kegiatan dibagi dalam beberapa Tim Kerja dan setiap tim kerja
diketuai oleh Jabatan Fungsional atau Jabatan Pelaksana yang memiliki
kemampuan dan ditugaskan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas
masing masing bertindak selaku Pejabat Penilai Kinerja secara berjenjang
terhadap ASN yang menjadi bawahan langsung berdasarkan peraturan
perundang undangan.

Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT
Sekolah/Kepala UPT Puskesmas menjadi pejabat penilai terhadap jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana pada unit kerja yang dipimpinnya
berdasarkan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi
Pasal 100
Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan

mengutamakan layanan administrasi pemerintahan berbasis eletronik
melalui pemanfaatan aplikasi SPBE yang terintegrasi dalam mendukung
sistem kerja Perangkat Daerah.

Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aplikasi
umum berbagi pakai dan digunakan pada setiap Perangkat Daerah.

Pemanfaatan aplikasi SPBE sebagai media informasi dan komunikasi
secara terpadu dikoordinasikan oleh Perangkat daerah yang memiliki
tugas dan fungsi terkait komunikasi dan informatika melalui tim
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koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Proses Bisnis

Pasal 101

Penyusunan Proses Bisnis merupakan acuan bagi Pemerintah Kota untuk
menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien dalam unit
kerja, lintas unit kerja, dan/atau lintas Perangkat Daerah dalam
mencapai visi, misi, dan tujuan Organisasi;

Ruang lingkup Proses Bisnis sebagaimana ayat (1) meliputi seluruh
kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan dokumen rencana
strategis dan rencana organisasi maka sistem kerja dibangun oleh
Perangkat Daerah harus sinkron antara satu dengan lainnya, dan apabila
terdapat ketidaksinkronan maka dilakukan perbaikan dan pengembangan
proses bisnis;

Perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) melalui pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan dengan
penyesuaian standar operasional prosedur.

Perbaikan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
terhadap:

peta proses

peta subproses;

peta relasi;

peta lintas fungsi; dan/atau

peta level 1 dan turunannya dan/atau sesuai dengan metode yang
digunakan.

o0 op

Penyusunan peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tim Kerja

Paragraf 1
Umum

Pasal 102

Dalam rangka efisensi, efektivitas, daya guna, dan hasil guna
Pelaksanaan tugas maka pada Perangkat Daerah dibawah Jabatan
administrator dibentuk Tim Kerja, dengan susunan dan jumlah
sebagaimana diuraikan pada susunan Organisasi masing masing
Perangkat Daerah.

Tim kerja sebagaimana ayat (1) dipimpin oleh Ketua Tim dan anggotanya
berasal dari Jabatan fungional dan Jabatan Pelaksana dengan jumlah
anggota secara proporsional.

Ketua Tim Kerja diutamakan Jabatan Fungsional yang memiliki Jenjang
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Jabatan yang lebih tinggi dan dapat berasal dari Jabatan Pelaksana
berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan pada Tim Kerja.

(4) Ketua Tim Kerja diangkat dan ditetapkan oleh masing-masing Kepala
Perangkat Daerah secara objektif dan kompetensi yang dibutuhkan.

(5) Uraian tugas Tim Kerja diatur dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat
Daerah dengan mengacu pada tugas dan fungsi Jabatan administrator
dan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Paragraf 2
Koordinator dan Tim Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Badan Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 103

(1) Dalam rangka efisensi, efektivitas, daya guna, dan hasil guna Pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah pada Dinas/Badan dibentuk Tim Kerja.

(2) Ketua Tim Kerja diutamakan Jabatan Fungsional hasil penyetaraan
Jabatan dan dapat juga berasal dari Jabatan Fungsional lainnya atau
Jabatan Pelaksana berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang
dibutuhkan pada Tim Kerja.

(3) Koordinator dan Ketua Tim Kerja diangkat oleh Kepala Dinas/Badan
secara objektif dan kompetensi yang dibutuhkan.

(4) Uraian tugas Koordinator dan Tim Kerja diatur dan ditetapkan oleh Kepala
Dinas/Badan dengan mengacu pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Bagian Kelima
Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 104

(1) Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan
Fungsional dan Jabatan Pelaksana berdasarkan keahlian dan spesialisasi
yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Jabatan fungional dan Pelaksana berkedudukan dibawah Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Tugas dan fungsi Jabatan Fungsional mengacu kepada butir-butir
kegiatan yang ditetapkan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional.

(4) Disamping melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana ayat (3) Jabatan
Fungsional juga melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh
Pimpinan.

(5) Tugas dan fungsi Jabatan Fungsional/Jabatan Pelaksana merupakan
penjabaran teknis dari tugas Jabatan Administrator dan/atau Jabatan
Pengawas, disusun secara objektif dan sistematis serta diselaraskan
dengan ketentuan Jabatan Pelaksana.
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(6) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional/Pelaksana ditetapkan berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan setelah didahului dengan proses analisis
Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan, oleh masing masing
Perangkat Daerah.

(7) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja yang dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun untuk menentukan kebutuhan dan Beban Kerja
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

(8) Kedudukan Jabatan Fungsional maksimal sampai dengan jenjang Madya
dan Jabatan Pelaksana yang berada di bawah Jabatan Administrator dan
bertindak selaku Pejabat Penilai Kinerja, secara Struktural dipimpin oleh
Jabatan Administrator, sedangkan Pelaksanaan tugas dan fungsi dipimpin
oleh Ketua Tim Kerja.

(9) Kedudukan Jabatan Fungsional sampai dengan maksimal jenjang Muda
dan Jabatan Pelaksana yang berada dibawah Jabatan Pengawas, secara
Struktural dan dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi dipimpin oleh
Jabatan Pengawas dan bertindak sebagai Pejabat Penilai Kinerja.

(10) Kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional adalah maksimal jenjang Madya,
dan apabila ditentukan lain oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional,
dapat sampai dengan jenjang Ahli Utama setelah adanya rekomendasi
teknis dari instansi Pembina Jabatan Fungsional dimaksud berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keenam
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

Pasal 105

(1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan
peraturan Wali Kota ini juga mempedomani Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah provinsi
berupa undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan/keputusan menteri, peraturan/
keputusan kepala lembaga pemerintah non kementerian, peraturan
daerah, peraturan/keputusan kepala daerah, standar operasional
prosedur, dan standar lainnya;

(2) Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagaimana dimaksud
ayat (1) dapat dijabarkan lebih rinci oleh perangkat daerah sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dengan prinsip dasar
bahwa pelaksanaan tugas menjadi lebih efisien, efektif, berdaya guna dan
berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat;

Bagian Ketujuh
Koordinasi Antar Perangkat Daerah

Pasal 106

(1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
perangkat daerah bahwa fungsi Sekretaris Daerah terdiri dari :
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Pengoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah;

Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah;

Pelayanan Administratif dan Pembinaan Pegawai ASN pada Instansi
Daerah; dan

e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

poop

Bahwa para Asisten, para Kepala Bagian dan para Kepala Sub Bagian
adalah membantu tugas dan fungsi Sekretaris Daerah.

Bahwa dalam fungsi pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah maka
para Asisten, para Kepala Bagian, para Kepala Sub Bagian secara hirarki
dan sesuai kewenangannya melaksanakan telaahan/kajian, rapat-rapat
untuk tersajikannya rumusan kebijakan Lingkup daerah dalam bentuk
norma prosedur standar Kkriteria sebagai penjabaran atas peraturan
Perundang-Undangan untuk menjadi pedoman teknis bagi perangkat
daerah.

Bahwa dalam fungsi pengoordinasian satuan kerja perangkat daerah maka
para Asisten, para Kepala Bagian, para Kepala Sub Bagian secara hirarki
dan sesuai kewenangannya melaksanakan telaahan/kajian, rapat-rapat
untuk mengidentifikasi rumusan kebijakan yang telah terbentuk dan
rumusan kebijakan yang seyogyanya dibentuk untuk terselenggaranya
tugas dan fungsi perangkat daerah menjadi lebih berdayaguna,
berhasilguna, bersinergi, dan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa dalam fungsi pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah maka para
Asisten, para Kepala Bagian, para Kepala Sub Bagian secara hirarki dan
sesuai kewenangannya melaksanakan monitoring dan evaluasi secara
terukur dengan menggunakan instrumen ilmiah untuk dapat
mengidentifikasi dan mengukur tingkat keberhasilan maupun deviasi
pelaksanaan kebijakan daerah pada dinas.

Untuk melaksanakan fungsi koordinasi bahwa para Asisten pada
prinsipnya mencakup seluruh perangkat daerah, namun untuk efisiensi
dan efektivitas maka fungsi koordinasi Asisten dilakukan pemilahan
sebagai berikut :

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengoordinasikan
pada prinsipnya seluruh perangkat daerah dan/atau urusan
pemerintahan, terutama bidang kependudukan dan pencatatan sipil,
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat, kecamatan dan/atau kelurahan,
kesehatan/rumah sakit umum, pendidikan, sosial, keagamaan, tenaga
kerja, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan kemasyarakatan,
pengendalian penduduk dan KB, transmigrasi, kebakaran, bencana,
pemuda dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, pertanahan, dan
perangkat daerah yang dinilai dibutuhkan dan memiliki keterkaitan.

1) Bagian Tata Pemerintahan mengoordinasikan pada prinsipnya
seluruh perangkat daerah terutama antara lain kependudukan dan
pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
kecamatan dan/atau kelurahan.
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2) Bagian Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan pada prinsipnya
seluruh perangkat daerah terutama antara lain keagamaan,
kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat, sosial,
transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan,
kepemudaan dan olahraga.

3) Bagian Hukum mengoordinasikan seluruh perangkat daerah yang
terkait dengan legal drafting, bantuan hukum, dan dokumentasi dan
informasi hukum.

4) Bagian kerjasama mengoordinasikan seluruh perangkat daerah yang
terkait dengan kerjasama dalam negeri, luar negeri, dan evaluasi.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengoordinasikan pada
prinsipnya seluruh perangkat daerah dan/atau urusan pemerintahan
yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan terutama bidang
perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu, perhubungan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan
dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kebersihan dan
pertamanan, pertanian dan kelautan, ketahanan pangan, perusahaan
umum daerah, koperasi, usaha kecil dan mikro, pariwisata, kesehatan,
pengadaan barang dan jasa dan perangkat daerah yang dinilai
dibutuhkan dan memiliki keterkaitan.

1) Bagian Perekonomian mengoordinasikan pada prinsipnya seluruh
perangkat daerah yang terkait dengan ekonomi, terutama antara
lain perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu, ketahanan pangan, perusahaan umum daerah,
koperasi, usaha kecil dan mikro, pariwisata, kesehatan, pertanian.

2) Bagian Administrasi Pembangunan mengoordinasikan pada
prinsipnya seluruh perangkat daerah yang terkait dengan
pembangunan, terutama antara lain perhubungan, pekerjaan umum
dan tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman.

3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mengoordinasikan seluruh
perangkat daerah yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

4) Bagian Sumber Daya Alam mengoordinasikan pada prinsipnya
seluruh perangkat daerah yang terkait dengan pembangunan,
terutama antara lain sumber daya alam pertanian, kehutanan,
kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan
lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air.

c. Asisten Administrasi Umum, mengoordinasikan pada prinsipnya seluruh
perangkat daerah dan/atau urusan pemerintah yang terkait dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan, keuangan,
kepegawaian, organisasi, pelaporan/pengawasan, penelitian dan
pengembangan, sekretariat DPRD, Staf Ahli, komunikasi dan informatika,
persandian, statistik.

Administrasi persuratan yang akan diteruskan kepada wali kota/wakil wali
kota dan Sekretaris Daerah melalui Asisten dilaksanakan pada dasarnya
melalui Asisten Administrasi Umum, kecuali hal - hal yang terkait dengan
teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat, dan bidang perekonomian dan pembangunan melalui Asisten
Perekonomian dan Pembangunan, dengan memperhatikan hal yang paling
pokok/dominan dari isi surat dan menyesuaikannya dengan pemilahan
koordinasi.
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Program dan kegiatan bagian pada Sekretariat Daerah diarahkan pada hal-
hal yang sifatnya perumusan kebijakan seperti kajian, penyusunan draf
norma prosedur standar dan kriteria, hal-hal yang bersifat koordinasi
seperti rapat koordinasi, sosialisasi peraturan terkini, forum konsultasi
publik, FGD, fasilitasi penyusunan draf peraturan, hal-hal yang bersifat
monitoring seperti penilaian, Reward and Punishment, dan hal-hal lain yang
memiliki substansi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Untuk kegiatan yang sifatnya teknis operasional bukan menjadi kegiatan
Sekretariat Daerah, dan jika dinilai memiliki keterkaitan tugas dan fungsi
koordinasi maka dapat dikoordinasikan dengan perangkat daerah untuk
ditampung menjadi kegiatan Dinas/Badan yang dikoordinasikan.

Untuk memelihara dan terjaganya tugas dan fungsi Seketariat Daerah
selaku unsur staf, maka pelaksanaan tugas dan fungsi diharuskan untuk
memiliki Standar Operasional Prosedur yang jelas, terukur, dan kredibel.

Koordinasi antara Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah harus
dilaksanakan secara intensif agar terjalin hubungan kerja yang optimal
dan terhindar dari duplikasi program dan kegiatan, dan apabila terdapat
potensi duplikasi maka yang menjadi prioritas adalah program dan
kegiatan Perangkat Daerah selaku unsur pelaksana dan/atau unsur
penunjang urusan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas maka Seketariat Daerah dan jajarannya wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan
Seketariat Daerah.

Seketaris Daerah dan Pejabat struktural wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-
langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Seketaris Daerah dan Pejabat Struktural bertanggung jawab memimpin
dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Seketaris Daerah dan Pejabat Struktural wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan
menyiapkan laporan tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh Seketaris Daerah dan Pejabat Struktural
dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya.

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas bahwa Seketaris Daerah dan Pejabat
Struktural memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing dan
wajib mengadakan rapat berkala.
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Dalam koordinasi pelaksanaan tugas yang terkait dengan perencanaan,
maka Seketaris Daerah dan Pejabat Struktural diharuskan untuk
bersinergi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan
untuk terselenggaranya pelaksanaan koordinasi secara efisien dan efektif.

Dalam hal pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penilaian internal
pada sekatariat daerah, maka seketaris daerah dan pejabat struktural
diharuskan untuk bersinergi dengan Inspektorat Kota Medan untuk
terselenggaranya pelaksanaan tugas secara efisien dan efektif.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi pengendalian, evaluasi dan
penilaian internal pada seketariat daerah, maka seketaris daerah dan
pejabat struktural merumuskan instrumen penilaian yang kredibel (dapat
dipertanggungjawabkan), akseptabel (dapat atau pantas diterima), reliabel
(mendatangkan hasil yang sama pada setiap pengujian yang dilakukan),
dan unsur-unsur yang dievaluasi/dinilai minimal meliputi unsur
pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan,
unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang digali dari
peraturan Perundang-Undangan, dengan membandingkan apa yang
seharusnya berdasarkan atas peraturan Perundang-Undangan (das sollen)
dengan apa yang senyatanya dilakukan perangkat daerah (das sein).

Dalam hal pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan penilaian internal
pada sekretariat daerah dilaksanakan minimal satu kali dalam satu
tahun.

Hasil pengendalian, evaluasi dan penilaian internal pada sekretariat
daerah dapat dijadikan sebagai bahan bagi Wali Kota dan seketaris daerah
untuk melakukan pembinaan, pemberian penghargaan, dan
penghukuman (Reward and Punishment) terhadap Aparatur Sipil Negara
pada seketariat daerah

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

Peraturan Wali Kota Medan terkait masing masing Rincian Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan sepanjang
susunan organisasi, tugas dan fungsi masih selaras dan tidak bertentangan
dengan peraturan Wali Kota ini, dinyatakan masih tetap berlaku
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Wali Kota Medan terkait Optimalisasi dan Daya Guna Hasil
Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan, dan Evaluasi Jabatan
di Lingkungan Pemerintah Kota Medan khususnya yang terkait Jabatan
Pelaksana/Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah yang merupakan
turunan dari peraturan Wali Kota ini, masih tetap berlaku sampai dengan
diundangkannya Penyelarasan dan pemutakhiran Lampiran I dan II pada
Peraturan Wali Kota Medan terkait Optimalisasi Hasil Analisis Jabatan,
Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Peta Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kota Medan.
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BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 108
Keputusan Pengangkatan ASN dalam Jabatan Struktural yang Nomenklaturnya
sama dengan peraturan Wali Kota ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Medan
Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 110
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 31 Desember 2024

WALI KOTA MEDAN,
ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION
Diundangkan di Medan
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
ttd
TOPAN OBAJA PUTRA GINTING
BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2024 NOMOR 54
Salinan sesuai dengan aslinya

Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM
ETARIAT DAERAH KOTA MEDAN




LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA
SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIS DAERAH

il |
STAF AHLI WALI KOTA
ASISTEN ASISTEN ASISTEN
PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN ADMINISTRASI UMUM
1 BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM, DAN POLITIK
I l l 2 BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, DAN PEMBANGUNAN
[ [ | [ | | 1 [ I | | 3 BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA
MANUSIA
BAGIAN BAGIAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
BAGIAN TATA BAGIAN KERJA BAGIAN PENGADAAN BAGIAN SUMBER BAGIAN PROTOKOL DAN .
PEMERINTAHAN FESEOATRRAAN BAGIAN HUKUM SAMA PEREKONOMIAN A o BARANG DAN DAYA ALAM BAGIAN UMUM ORGANISASI KOMUNIKASI PERRNCANAAN
KEUANGAN
JASA PIMPINAN
1. TIM KERJA 1. TIM KERJA 1.TIM KERJA 1.TIM KERJA 1. TIM KERJA LINGKUP 1. TIM KERJA 1.TIM KERJA 1.TIM KERJA 1. TIM KERJA 1. TIM KERJA 1. SUB BAGIAN 1. TIM KERJA
LINGKUP LINGKUP BINA LINGKUP LINGKUP PEMBINAAN BUMD DAN LINGKUP LINGKUP LINGKUP SUMBER LINGKUP TATA LINGKUP PROTOKOL LINGKUP
ADMINISTRASI MENTAL SPRITUAL PERUNDANG- FASILITASI PENYUSUNAN PENGELOLAAN DAYA ALAM USAHA PIMPINAN, KELEMBAGAAN DAN 2. TIM KERJA PERENCANAAN;
PEMERINTAHAN 2. TIM KERJA UNDANGAN KERJASAMA QETLM gxm,s ’-l“"‘i‘r"" PROGRAM PENGADAAN PERTANIAN, STAF AHLI DAN ANALISIS JABATAN LINGKUP 2. TIM KERJA
2. TIM KERJA HESLIORRRAN 2. TIM KERJA DALAM NEGERI BHOENDALLAN DA 2. TIM KERJA BARANG DAN A KEPEGAWAIAN 2.'TIM KERJA KOMUNIKASI LINGKUP
LINGKUP il LINGKUP BANTUAN, 2.TIM KERJA FASERONOMIAN LINGKUP JASA; AN 2. TIM KERJA LINGKUP PIMPINAN KEUANGAN
ADMINISTRASI 3. TIM KERJA HUKUM LINGKUP 3, TIM KERJA LINGKUP PENGENDALIAN 2. TIM KERJA 2. 7TIM KERJIA LINGKUP PELAYANAN PUBLIK 3. TIM KERJA 3. TIM KERJA
KEWILAYAHAN LINGKUP 3. TIM KERJA FASILITASI PERENCANAAN DAN PROGRAM LINGKUP LINGKUP SUMBER PERLENGKAPAN; DAN TATALAKSANA LINGKUP LINGKUP
3.TIM KERJA KESEJAHTERAAN LINGKUP KERJASAMA LUAR PENGAWASAN 3.TIM KERJA PENGELOLAAN DAYA ALAM S TMRERIA 3. TIM KERJA DOKUMENTASI PELAPORAN
LINGKUP OTONOMI MASYARAKAT DOKUMENTASI NEGERI EKONOMI MIKRO KECIL LINGKUP EVALUASI LAYANAN PERTAMBANGAN 4 LINGKUP KINERJA PIMPINAN 4. JABATAN
DAERAH 4. JABATAN DAN INFORMASI 3. TIM KERJA 4. JABATAN DAN PELAPORAN PENGADAAN DAN LINGKUNGAN LINGKUP RUMAH DAN REFORMASI 4. JABATAN FUNGSIONAL
4. JABATAN FUNGSIONAL 4. JABATAN LINGKUP FUNGSIONAL 4. JABATAN SECARA HIDUP TANGGA BIROKRASI FUNGSIONAL 5. JABATAN
FUNGSIONAL SIABaTAN FUNGSIONAL EVALUASI KERJA S AL FUNGSIONAL ELEKTRONIK; e Ftl &’m‘m 4. JABATAN 5. JABATAN PELAKSANA
5. JABATAN 5. JABATAN SAMA 5. JABATAN 3.TIM KERJA DAYA ALAM ENERGI 5. JABATAN FUNGSIONAL PELAKSANA
PELAKSANA PELAKSANA 4. JABATAN PELAKSANA LINGKUP DAN AIR P.ELAKSANA 5. JABATAN
FUNGSIONAL PEMBINAAN DAN 4. JABATAN PELAKSANA
5. JABATAN ADVOKASI FUNGSIONAL
PELAKSANA PENGADAAN 5. JABATAN
BARANG DAN JASA PELAKSANA
4. JABATAN
FUNGSIONAL
5. JABATAN
PELAKSANA

BAGIAN HUKUM
DAERAH KOTA MEDAN

JAYA, S.H., M.H.
f1/1L.d
162011011007

WALI KOTA MEDAN,
ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION




LAMPIRAN 11 PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA

SEKRETARIAT DPRD

SEKRETARIS DPRD

BAGIAN UMUM

BAGIAN
PROGRAM DAN KEUANGAN

BAGIAN
PERSIDANGAN DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

BAGIAN
FASILITASI PENGANGGARAN
DAN PENGAWASAN

1 SUB BAGIAN
TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN

2. TIM KERJA
LINGKUP RUMAH TANGGA

3. TIM KERJA
LINGKUP PERLENGKAPAN

4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

1. TIM KERJA
LINGKUP PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
2. TIM KERJA
LINGKUP VERIFIKASI
3. TIM KERJA LINGKUP

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
ARIAT DAERAH KOTA MEDAN

ANJAYA, S.H., M.H.

006162011011007

1. TIM KERJA
LINGKUP KAJIAN HUKUM
PERUNDANG-UNDANGAN

2. TIM KERJA
LINGKUP PERSIDANGAN DAN
RISALAH
3.TIM KERJA

LINGKUP HUMAS, PROTOKOL
DAN PUBLIKASI

4, JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

1. TIM KERJA LINGKUP
PENGADUAN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA
LINGKUNGAN

2. TIM KERJA LINGKUP
PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN
3. TIM KERJA LINGKUP

PENINGKATAN KAPASITAS
LINGKUNGAN HIDUP

4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION




LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH

INSPEKTUR

STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA
INSPEKTORAT

SEKRETARIS

1. KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

2. TIM KERJA

LINGKUP PERENCANAAN

3. TIM KERJA

LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI
4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA

|

|

=3

INSPEKTUR
PEMBANTU

INSPEKTUR
PEMBANTU II

INSPEKTUR
PEMBANTU II

I

1. JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR

2. JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PEMERINTAHAN

1. JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR

2. JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PEMERINTAHAN

1. JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR

2. JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PEMERINTAHAN

INSPEKTUR
PEMBANTU IV

INSPEKTUR
PEMBANTU KHUSUS
KELOMPOK JABATAN

| FUNGSIONAL LAINNYA

1. JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR

. JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PEMERINTAHAN

1. JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR DAN

2. JABATAN FUNGSIONAL PELAKSANA

PENGAWAS PEMERINTAHAN

WALI KOTA MEDAN,

ttd

PALA BAGIAN HUKUM MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

TARIAT DAERAH KOTA MEDAN

Plt.

RRY




LAMPIRAN 1V PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH

KEPALA DINAS

STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SEKRETARIS

1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

2. TIM KERJA LINGKUP
PERENCANAAN, KEUANGAN DAN BMD

3. TIM KERJA LINGKUP
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA

BIDANG
PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON
FORMAL

1. SEKSI
KURIKULUM DAN PENILAIAN

2. SEKSI
KELEMBAGAAN DAN SARANA
PRASARANA
3. TIM KERJA LINGKUP PESERTA
DIDIK DAN PEMBANGUNAN
4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

BIDANG
PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

1. SEKSI
KURIKULUM DAN PENILAIAN

2. SEKSI
KELEMBAGAAN DAN SARANA
PRASARANA
3.TIM KERJA LINGKUP PESERTA
DIDIK DAN PEMBANGUNAN
KARAKTER
4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

BIDANG
PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA

l

1. SEKSI
KURIKULUM DAN PENILAIAN

2. SEKSI
KELEMBAGAAN DAN SARANA
PRASARANA

3. TIM KERJA LINGKUP PESERTA
DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER

4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL DAN NON
FORMAL

Plit. KEPALA BAGIAN HUKUM

'ARIAT DAERAH KOTA MEDAN

I/11Ld

UPT

BIDANG
KEBUDAYAAN

BIDANG
PEMBINAAN KETENAGAAN

1. TIM KERJA CAGAR BUDAYA
PERMUSEUMAN

2. TIM KERJA SEJARAH
TRADISI

3. TIM KERJA KESENIAN
4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

DAN

DAN

1. SEKSI
PTK PENDIDIKAN DASAR

2. SEKSI
PTK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN NON FORMAL

3. TIM KERJA LINGKUP
KEBUDAYAAN

TENAGA

4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION




LAMPIRAN V PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,

DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA

DINAS KESEHATAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

1. SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN PENGELOLAAN
ASET
2. SUB BAGIAN
HUKUM, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM
3. TIM KERJA LINGKUP PROGRAM,
INFORMASI, DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT
4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA

—

BIDANG
KESEHATAN MASYARAKAT

I

BIDANG
PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT

1 TIM KERJA LINGKUP
GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN
ANAK

2 TIM KERJA LINGKUP USIA
PRODUKTIF DAN LANSIA

3. TIM KERJA LINGKUP TATA
KELOLA KESEHATAN
MASYARAKAT
4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

1. TIM KERJA LINGKUP
PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT
TIDAK MENULAR

2. TIM KERJA LINGKUP
PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT
MENULAR DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN

3.TIM KERJA LINGKUP
IMUNISASI,SURVEILANS DAN
KEKARANTINAAN KESEHATAN
4. JABATAN FUNGSIONAL

5.JABATAN PELAKSANA

BIDANG
PELAYANAN KESEHATAN

BIDANG
SUMBER DAYA KESEHATAN

1. TIM KERJA LINGKUP
PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

2. TIM KERJA LINGKUP
PELAYANAN KESEHATAN
RUJUKAN
3. TIM KERJA LINGKUP TATA
KELOLA, FASILITAS DAN MUTU
PELAYANAN KESEHATAN

4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

1. TIM KERJA LINGKUP
KEFARMASIAN

2. TIM KERJA LINGKUP ALAT
KESEHATAN DAN PERBEKALAN
KESEHATAN RUMAH TANGGA
(PKRT)

3. TIM KERJA LINGKUP SUMBER

DAYA MANUSIA KESEHATAN
4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

—

RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH

UPT

WALI KOTA MEDAN,

ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
ARIAT DAERAH KOTA MEDAN

ANJAYA, S.H., M.H.
nr.d
162011011007



LAMPIRAN VI PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH

I KEPALA DINAS |

STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA
DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

_______|7 SEKRETARIS I

I

1. SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

2. SUB BAGIAN
KEUANGAN

3. TIM KERJA LINGKUP PENYUSUNAN
PROGRAM

4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA

[

I

BIDANG
SUMBER DAYA AIR DAN
DRAINASE

PRI E:
AR SR
e ALK B

4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATN PELAKSANA

BIDANG
GA BIDANG BIDANG
BINAMAR BINA KONSTRUKSI PERALATAN
1. TIM KERJA LINGKUP
ALAN 1. TIM KERJA LINGKUP 1. TIM KERJA LINGKUP
PHRANCANANN ! OPERASIONAL ALAT BERAT

2. TIM KERJA LINGKUP
PEMBANGUNAN JALAN

3. TIM KERJA LINGKUP
PEMELIHARAAN JALAN

4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

PENGATURAN JASA KONSTRUKSI
2. TIM KERJA LINGKUP
PEMBERDAYAAN JASA

KONSTRUKSI

3.TIM KERJA LINGKUP
PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA

2. TIM KERJA LINGKUP
OPERASIONAL KENDARAAN
NAS

3. TIM KERJA LINGKUP
PERBENGKELAN

4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEI

RIAT DAERAH KOTA MEDAN

UPT

WALL KOTA MEDAN,

ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



LAMPIRAN VII PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

i KEPALA DINAS I

__{ sm;ms J

1. SUB BAGIAN UMUM

2. SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN PENYUSUNAN
PROGRAM

4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

BIDANG BIDAN BIDANG
PERUMAHAN, KAWASAN AAN BAN
PERMUKIMAN DAN BANGUNAN PENA}IER{‘A]%XSINA% DAN FENAT L[NQKU}%JA»J“IAN oA
PEMERINTAH

. Up . 1. TIM KERJA LINGKUP
?ﬁkm@m LTIV KMRTAAR OV PENATAAN DAN KONSERVASI
BANGUNAN
; P
BANGUNAR MR AT PR R A L O ENG 2.TIM KERJA LINGKUP TEKNIK
BANGUNAN GEDUNG
AT KERIA LINGKUE |
R G 3. TIM KERJA LINGKUP
PEMANFAATAN DAN 3. TIM KERJA LINGKUP
A AT R HOGIBNAL PENGENDALIAN TATA RUANG PENGAWASAN TEKNIS
. INGK!
4. JABATAN FUNGSIONAL BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
5. JABATAN PELAKSANA 5. JABATAN PELAKSANA 4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA
uPT

WALI KOTA MEDAN,
ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM
SERRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

SANJAYA, S.H., M.H.
Jd/nLd
8006162011011007



LAMPIRAN VIII PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA

SEKRETARIS

3. SUB BAGIAN UMUM DAN
PERLENGKAPAN

4. JABATAN FUNGSIONAL

5.JABATAN PELAKSANA

1. SUB BAGIAN
PROGRAM

2. SUB BAGIAN
KEUANGAN

[

I

BIDANG
KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

BIDANG
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BIDANG
UNDANGAN DAERAH

PENEGAK PERATURAN PERUNDANG- BIDANG

SUMBER DAYA APARATUR

|

1. SEKSI
OPERASI DAN PENGENDALIAN
2. SEKSI PENGAMANAN DAN
PENGAWALAN

3. TIM KERJA LINGKUP
KOMUNIKASI DAN KERJASAMA
4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

1.SEKSI
SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

2. SEKSI BINA POTENSI
MASYARAKAT

3. JABATAN FUNGSIONAL

4. JABATAN PELAKSANA

1. SEKSI PENGAWASAN DAN
PENYELIDIKAN

2. SEKSI PENYIDIKAN,
PENUNTUTAN DAN BARANG
BUKTI

3. TIM KERJA LINGKUP
PEMBINAAN DAN PENYULUHAN

4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
'ARIAT DAERAH KOTA MEDAN

1. SEKSI
PELATIHAN DASAR

2. SEKSI
DATA DAN PENGEMBANGAN

3. TIM KERJA LINGKUP TEKNIS
FUNGSIONAL

4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

WALI KOTA MEDAN,
ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



LAMPIRAN IX PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 54 TAHUN 2024 STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA
DINAS SOSIAL

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,

DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH

KEPALA DINAS
{ SEKRETARIS
1. SUB BAGIAN
UMUM
2. TIM KERJA LINGKUP
KEUANGAN DAN
PENYUSUNAN PROGRAM
3. JABATAN FUNGSIONAL
4. JABATAN PELAKSANA
[ 1
BIDANG BIDANG BIDANG
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN REHABILITAS] SOSIAL PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN
SOSIAL PENANGANAN FAKIR MISKIN
|
] 1. TIM KERJA LINGKUP 1. TIM KERJA LINGKUP
1. TIM KERJA LINGKUP REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN IDENTIFIKASI DAN PENGUATAN
PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN LANJUT USIA DI LUAR PANTI DAN KAPASITAS
BENCANA ALAM / ATAU LEMBAGA 2. SELEKSI TIM KERJA LINGKUP
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
2. TIM KERJA LINGKUP LINGKUP 2. TIM KERJA LINGKUP PENYALURAN BANTUAN STIMULAN
PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN REHABILITASI SOSIAL DAN PENATAAN LINGKUNGAN
BENCANA SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS DI
LUAR PANTI DAN / ATAU 3. TIM KERJA LINGKUP
3. TIM KERJA LINGKUP JAMINAN LEMBAGA KELEMBAGAAN, KEPAHLAWANAN
SOSIAL KELUARGA ’ '
3. “TIM KERJA LINGKUP DAN RESTORASI SOSIAL
REHABILITASI SOSIAL, TUNA
4. JABATAN FUNGSIONAL anl AIT,ASlAISQCl,((;??LB o 4. JABATAN FUNGSIONAL
PERDAGANGAN ORANG
5. JABATAN PELAKSANA 5. JABATAN PELAKSANA
4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
ARIAT DAERAH KOTA MEDAN

SANJAYA, S.H., M.H.
Pen k.I/11.d
NIP [198006162011011007

WALI KOTA MEDAN,

ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



LAMPIRAN X PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

1. SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

2. SUB BAGIAN KEUANGAN

3. SUB BAGIAN PENYUSUNAN
PROGRAM

4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

[ | |

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENCEGAHAN SEMAD A PENYELAMATAN SARANA DAN PRASARANA
1. SEKSI
S 1. SEKSI 1. SEKSI INFORMASI DAN
PENCEGAHAN DAN INSPEKSI 1. SEKS! PENYELAMATAN DAN
PEMADAM KEBAKARAN i PENGOLAH DATA
2. SEKS! PEMBERDAYAAN 2. SEKSI PENYELAMATAN DAN
2 2. SEKSI INVESTIGASI \ 2. SEKSI PEMELIHARAAN DAN
MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN EVAKUASI NON KERAKARAN PERAWATAN SARANA PRASARANA
3. JABATAN FUNGSIONAL
3. JABATAN FUNGSIONAL 4 FAHATAR FUNGEIONAL 3. JABATAN FUNGSIONAL
4. JABATAN PELAKSANA 4. JABATAN PELAKSANA 4. JABATAN PELAKSANA 4. JABATAN PELAKSANA
UPT

WALI KOTA MEDAN,

ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
'ARIAT DAERAH KOTA MEDAN




LAMPIRAN XI PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,

DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH

KEPALA DINAS

STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA

DINAS KETENAGAKERJAAN

SEKRETARIS

1. SUB BAGIAN
UMUM

2. SUB BAGIAN
KEUANGAN

3. TIM KERJA LINGKUP
PENYUSUNAN PROGRAM

4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

[

I

I

BIDANG
PELATIHAN DAN
PRODUKTIVIITAS

BIDANG
PENEMPATAN TENAGA
KERJA

PERSELISINAN. SYARAT
KERJA, AN PENGUPAGAN

KELEMBAGAAN, DAN JAMINAN

BIDANG
HUBUNGAN INDUSTRIAL,

4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

KETRANSMIGRASIAN
4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

SOSIAL
1. TIM KERJA LINGKUP .
1. TIM KERJA LINGKUP
1. TIM KERJA LINGKUP | | PENEMPATAN TENAGA KERJA L i HUBUNGAN INDUSTRIAL
LEMBAGA DAN INSTRUKTUR DALAM
NEGERI
2. TIMKERJA  LINGKUP
Z-T‘MS'EER,’;}’;:&';?KUP 2.TIM KERJA LINGKUP 2. TIM KERJA LINGKUP KELEMBAGAAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA SYARAT KERJA
LUAR NEGERI
3. TIM KERJA LINGKUP 3. TIM KERJA  LINGKUP
PRODUKTIFITAS TENAGA 3. TIM KERJA LINGKUP TIM IN JAMINAN SOSIAL DAN PURNA
KERJA DAN PEMAGANGAN INFORMASI PASAR KERJA DAN s KESI:IJSUPAH AI;, aKuP KERJA

4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
ARIAT DAERAH KOTA MEDAN

SANJAYA, S.H., M.H.

98006162011011007

UPT

WALI KOTA MEDAN,
ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



LAMPIRAN XII PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KEPALA
DINAS
SEKRETARIS
1. SUB BAGIAN UMUM
2. SUB BAGIAN KEUANGAN
3. TIM KERJA LINGKUP
PENYUSUNAN PROGRAM
4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA
BIDANG BIDANG
BIDANG HAN HAK ANAK,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PENGENDALIAN FENDUDUKDAN IDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
1 TIM KERJA LINOKU TIM KERJA LINGKUP
R | | s ,
DS RIACAAN PE R PEMENUHAN HAK ANAK 1. TIM KERIQ LNGHURERUARGA KELUARGA
2. TIM KERJA LINGKUP 2. TIM KERJA LINGKUP 2. TIM KERJA LINGKUP
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
o I KERUA INFORMASI PENGOLAHAN DATA
; LINGKUP
KUALITAS KELUARGA DAN DATA PE}?;L]L’D”'U::%%AP’EESS% -
3. TIM KERJA LINGKUP ADVOKASI
DAN PENGGERAKAN
4. JABATAN FUNGSIONAL IMP
4. JABATAN FUNGSIONAL
4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA
5. JABATAN PELAKSANA 5. JABATAN: PELAKSANA
UPT

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

KETAHANAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA

1. TIM KERJA LINGKUP
KESEJAHTERAAN DAN BINA

2. TIM KERJA LINGKUP
KETAHANAN REMAJA

3. TIM KERJA LINGKUP
PENDAYAGUNAAN PLKB/PKB DAN

4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

WALI KOTA MEDAN,

ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



LAMPIRAN XIII PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH

BIDANG
KETERSEDIAAN, STABILISASI
DAN KERAWANAK PANGAN DAN

STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

BIDANG
SISTEM INFORMASI DAN

KEPALA DINAS
SEKRETARIS
[
1. SUB BAGIAN UMUM
2. TIM KERJA LINGKUP
KEUANGAN
3. TIM KERJA LINGKUP
PENYUSUNAN PROGRAM
4, JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA
[ | | 1
BIDANG BIDANG
PENGANEKARAGAMAN PERTANIAN DAN PETERNAKAN BIDANG
KONSUMSI DAN KEAMANAN PERIKANAN

1. TIM KERJA LINGKUP
KETERSEDIAAN DAN
CADANGAN PANGAN

2. TIM KERJA LINGKUP

STABILISAS] PASOKAN,

DISTRIBUSI DAN HARGA
PANGAN

3. TIM KERJA LINGKUP
KERAWANAN PANGAN DAN GIZI

4, JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

1. TIM KERJA LINGKUP
PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN DAN
PENGEMBANGAN PANGAN
LOKAL

2. TIM KERJA LINGKUP

PERUMUSAN STANDAR

KEAMANAN DAN MUTU
PANGAN

3. TIM KERJA PENGAWASAN
DAR

PENERAPAN STAN!
KEAMANAN D,

4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

1. TIM KERJA LINGKUP TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA

2. TIM KERJA LINGKUP
PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN DAN KESEHATAN
MASYARAKAT VETERINER

3. TIM KERJA LINGKUP
PRASARANA DAN SARANA
PERTANIAN DAN PERTERNAKAN
4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

PERUMUSAN KEBIJAKAN

l

1. TIM KERJA LINGKUP
PERIKANAN TANGKAP

2. TIM KERJA LINGKUP
PERIKANAN BUDI DAYA

3. TIM KERJA LINGKUP
DAN PRODUK

4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

PENGUATAN DAYA SAING USAHA

1. TIM KERJA SISTEM INFORMASI
DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN
LINGKUP PERTANIAN DAN
PETERNAKAN

2. TIM KERJA SISTEM INFORMASI
DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN
LINGKUP PERIKANAN
3. TIM KERJA SISTEM INFORMASI
DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN
LINGKUP KETAHANAN PANGAN
4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

UPT

WALI KOTA MEDAN,

ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



LAMPIRAN XIV PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
1. SUB BAGIAN
PERLENGKAPAN DAN UMUM
2. SUB BAGIAN
PENYUSUNAN PROGRAM
3. TIM KERJA LINGKUP
KEUANGAN
4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA
i ; .
BIDANG BIDANG BIDANG
BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN PENAATAN DAN PENINGKATAN
TATA LINGKUNGAN LIMBAH B3 DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN KAPASITAS LINGKUNGAN
HIDUP HIDUP

1. TIM KERJA LINGKUP

1, TIM ING

INVEATARI [8 BIRENQAN 1. TIM KERJA LINGKUP 1. TIM KERJA LINGKUP PENGADUAN DAN

AN HRGE G PENGURANGAN SAMPAH PEMANTAUAN LINGKUNGAN PENYELESAIAN SENGKETA
LINGKUNGAN

2. TIM KERJA LINGKUP
2. TIM KERJA LINGKUP

2. TIM KERJA LINGKUP KAJIAN 2. TIM KERJA LINGKUP
DAMPAK LINGKUNGAN PENANGANAN SAMPAH PENCEMARAN LINGKUNGAN
PENEGAKAN HUKUM
. 3.TIM KERJA LINGKUP LINGKUNGAN
3. TIM KERJA LINGKUP 8- THSKERIALINOKUR-LIMBAY KERUSAKAN LINGKUNGAN
PEMELIHARAAN LINGKUNGAN 3. TIM KERJA LINGKUP
PENINGKATAN KAPASITAS
4. JABATAN FUNGSIONAL 4. JABATAN FUNGSIONAL LINGKUNGAN HIDUP

4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA
5. JABATAN PELAKSANA 4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA
5. JABATAN PELAKSANA

UPT

WALI KOTA MEDAN,

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
ARIAT DAERAH KOTA MEDAN ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION




LAMPIRAN XV PERATURAN WALI KOTA MEDAN STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA
NOMOR 54 TAHUN 2024 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

1. SUB BAGIAN
UMUM

2. SUB BAGIAN
KEUANGAN

3. TIM KERJA LINGKUP
PENYUSUNAN PROGRAM

4, JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

[

[ |
BIDANG BIDANG
BIDANG BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PEMANFAATAN DATA DAN
PELAYANAN PENDAFTARAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ANBORUK INOVASI PELAYANAN
1. TIM KERJA LINGKUP 1. TIM KERJA LINGKUP 1. TIM KERJA LINGKUP SISTEM
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1. TIM KERJA LINGKUP KERJA
IDENTITAS PENDUDUK KELAHIRAN SAMA
2. TIM KERJA LINGKUP
2. TIM KERJA LINGKUP 2. TIM KERJA LINGKUP PENGELOLAAN DAN PENYAJIAN 2. TIM KERJA LINGKUP
PINDAH DATANG PENDL;D’\FJIIEA PE?;Q‘(I:J::NAN 2AN DAT, PEMANFAATAN DATA DAN
KERJA LINGKUP PENDATAAN ?(-E}})MLAKED%A %%%%%Pg A‘;" A‘\ DOKUMEN KEPENDUDUKAN
FENDUDUK 3. TIM KERJA LINGKUP MANUSIA TERNOLOGI 3. TIM KERJA LINGKUP
PERUBAHAN STATUS ANAK, KOMUNIKASI DAN INFORMASI INOVASI PELAYANAN
4. JABATAN FUNGSIONAL PEWARGANEGARAAN, DAN
L —— KEMATIAN 4. JABATAN FUNGSIONAL 4. JABATAN FUNGSIONAL
' 4. JABATAN FUNGSIONAL 5. JABATAN PELAKSANA 5. JABATAN PELAKSANA
5. JABATAN PELAKSANA
uPT
WALI KOTA MEDAN,
ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIAT DAERAH KOTA MEDAN



LAMPIRAN XVI PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA

DINAS PERHUBUNGAN

KEPALA DINAS
{ SEKRETARIS
[
1. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
2. SUB BAGIAN
KEUANGAN
3. SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN EVALUASI
4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA
- | | 1
BIDANG
BIDANG BIDANG
LALU LINTAS DAN
SARANA PRASARANA ANGKUTAN ANGEBT%I? Pg@m PERPARKIRAN
DAN PENERANGAN

L B8 Ao ariiion L sexs
PENGUJIAN SARANA MANAJEMEN DAN TERNO Bedan - -

g REKAYASA LALU LINTAS 2. SEKS

PENGOPERASIAN PRASARANA PENGENDALIAN DAN 2. SEKSI
A —— ANG&?E;‘TAMN KETERTIBAN LALU LINTAS PARKIR WILAYAH II
PR AR wipeitxios
RANGAI N
SARANA PRASARANA 3. TIM KERJA LINGKUP 3. TIM KERJA LINGKUP 3. TIM KERJA LINGKUP
LAUT DAN REL BIMBINGAN DAN PARKIR KHUSUS
KESELAMATAN LALU LINTAS
DAN ANGKUT
% JABATAN FUNGBIONAL 4. JABATAN FUNGSIONAL 4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA 4, JABATANIFUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA 5. JABATAN PELAKSANA 5. JABATAN PELAKSANA

PALA BAGIAN HUKUM
ARIAT DAERAH KOTA MEDAN

98006162011011007

WALI KOTA MEDAN,

ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



LAMPIRAN XVII PERATURAN WALI KOTA MEDAN
STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA

NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEPALA DINAS
SEKRETARIS J
1. SUB BAGIAN UMUM
2. SUB BAGIAN
KEUANGAN
3. TIM KERJA LINGKUP
PENYUSUNAN PROGRAM
4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA
[ | | [ |
BIDANG BIDANG
KOMUNIKASI PUBLIK SATISTIK DAN INFORMASI BIDANG ) BIDANG BIDANG
PUBLIK TEKNOLOGI INFORMATIKA PERSANDIAN APLIKASI INFORMATIKA
1. TIM KERJA LINGKUP 1. TIM KERJA LINGKUP 1. TIM KERJA LINGKUP 1. TIM KERJA LINGKUP TATA 1. TIM KERJA LINGKUP
MEDI KoM ONKasT PUBLIE PENGELOLAAN INFORMASI INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI KELOLA PERSANDIAN PENGEMBANGAN DAN
5 AmEEeE — PUBLIK INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENGELOLAAN APLIKASI
'KEMI'&A%!BKL%QAUJIK& 2. TIM KERJA LINGKUP 2. TIM KERJA LINGKUP i&m :,fﬁ‘éﬁé‘;’;%f:: 2. TIM KERJA LINOKUP
ANALISA DATA SEKTORAL MANAJEMEN DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN
. TIM KERJA NGKUP DATA 3. TIM KERJA LINGKUP EKOSISTEM TIK
SUMBERE2% koMONTKAS] 3. TIM KERJA LINGKUP MONITORING EVALUASI DAN
PUBLIK STATISTIK SEKTORAL 3. TIM KERJA LINGKUP AUDIT PERSANDIAN 3. TIM KERJA LINGKUP
INFRASTRUKTUR JARINGAN PENGEMBANGAN SUMBER
4, JABATAN FUNGSIONAL 4. JABATAN FUNGSIONAL 4. JABATAN FUNGSIONAL DAYA TIK
4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA 5. JABATAN PELAKSANA 5. JABATAN PELAKSANA 4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA 5. JABATAN PELAKSANA

UPT
WALI KOTA MEDAN,

ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
sy T DAERAH KOTA MEDAN

SANJAYA, S.H., M.H.
1/ILd
006162011011007

NIP 193



LAMPIRAN XVIII PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

[ KEPALA DINAS I
[ SEKRETARIS |
1. SUB BAGIAN
UMUM
2. TIM KERJA  LINGKUP
KEPEGAWAIAN
3. TIM KERJA LINGKUP
KEUANGAN
4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA
KOORDINATOR
KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL
JABATAN;UNGS!ONAL DAN
AN MPO
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Fuxr?(}lgloné :EAEAA;T:]:{AN
PENANAM?N MODAL TERPADU SATU PINTU

I

1. TIM KERJA LINGKUP
TATA KELOLA DAN PENANAMAN MODAL
2. TIM KERJA LINGKUP PEMBERDAYAAN USAHA

1. TIM KERJA LINGKUP PERIZINAN DASAR DAN
PERIZINAN REKLAME
2. TIM KERJA LINGKUP PERIZINAN SEKTOR
PERHUBUNGAN DAN PU

3. TIM KERJA LINGKUP PEMETAAN PELUANG, POTENSI DAN
STRATEGI PENANAMAN MODAL
4. TIM KERJA LINGKUP PENGEMBANGAN SISTEM PENANAMAN
MODAL DAN PTSP
5. TIM KERJA LINGKUP PROMOSI PENANAMAN MODAL
6. TIM KERJA LINGKUP KERJASAMA PENANAMAN MODAL

3. TIM KERJA LINGKUP PERIZINAN SEKTOR PERTANIAN,

PERIKANAN, KELAUTAN

4. TIM KERJA LINGKUP PERIZINAN SEKTOR PENDIDIKAN

5. TIM KERJA LINGKUP PERIZINAN SEKTOR
PERDAGANGAN

6. TIM KERJA LINGKUP PERIZINAN SEKTOR

7.TIM KERJA LINGKUP PENGELOLA PENANAMAN MODAL DALAM
NEGERI
KETENAGAKERJAAN
8. TIM KERJA LINGKUP FASILITAS PENANAMAN MODAL 7.TIM KERJA LINGKUP PERIZINAN SEKTOR TENAGA
KESEHATAN

9. TIM KERJA LINGKUP PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL
10. TIM KERJA LINGKUP PENGAWASAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
11. JABATAN FUNGSIONAL LAINNY,
RIZINAN A
12. JABATAN PELAKSANA 10. TIM KERJA LINGKUP PENYULUHAN PELAYANAN
PERIZINAN
11, JABATAN FUNGSIONAL
JABATAN PELAKSANA

8. TIM KERJA LINGKUP PERIZINAN SEKTOR SARANA
KESEHAT:
9. TIM KERJA LINGKUP PERIZINAN SEKTOR INDUSTRI
DAN

UPT

WALI KOTA MEDAN,

ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

PALA BAGIAN HUKUM

Pit.
'ARTAT DAERAH KOTA MEDAN

SANJAYA, S.H., M.H.
Tk.I/1ILd
8006162011011007



LAMPIRAN XIX PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH

KEPALA DINAS

— ]

STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SEKRETARIS J

I

1. SUB BAGIAN UMUM

2. SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN PENYUSUNAN
PROGRAM

3. JABATAN FUNGSIONAL

4. JABATAN PELAKSANA

KOPERASI, USAHA KECIL DAN

BIDANG
PERINDUSTRIAN

1 ’I‘KMEKERJA LINGKUP

2. TIM KERJA LINGKUP

PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN KOPERASI

3. TIM KERJA LINGKUP
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN

4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

1. TIM KERJA LINGKUP
KERJASAMA DAN PROMOSI
INVESTASI INDUSTRI

2. TIM KERJA LINGKUP
PEMBANGUNAN SUMBER
DAYA INDUSTRI
3. TIM KERJA LINGKUP
SARANA DAN PRASARANA DAN
PEMBERDAYAAN INDUSTRI

4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

1 SANJAYA, S.H., M.H.
Tk.I/ILd
98006162011011007

ETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

I

BIDANG
PERDAGANGAN DAN
KEMETROLOGIAN

BIDANG
SISTEM INFORMASI, PERUMUSAN
KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN

l

1. TIM KERJA LINGKUP
PENGEMBANGAN
PERDAGANGAN DALAM NEGERI

2. TIM KERJA LINGKUP
KEMETROLOGIAN

3. TIM KERJA LINGKUP
PENGEMBANGAN
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

UPT

1. TIM KERJA SISTEM
INFORMASI, PERUMUSAN
KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN
LINGKUP KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
2. TIM KERJA SISTEM
INFORMASI, PERUMUSAN
KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN
LINGKUP LINGKUP
PERINDUSTRIAN
3. TIM KERJA SISTEM
INFORMASI, PERUMUSAN
KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN
LINGKUP LINGKUP
PERDAGANGAN DAN
KEMETROLOGIAN
4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



LAMPIRAN XX PERATURAN WALI KOTA MEDAN STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA
NOMOR 54 TAHUN 2024 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

1. SUB BAGIAN
UMUM

2. TIM KERJA LINGKUP
KEUANGAN

3. TIM KERJA LINGKUP
PENYUSUNAN PROGRAM
4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

=

BIDANG
LAYANAN KEPEMUDAAN

BIDANG
PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

BIDANG
PENINGKATAN PRESTASI
OLAHRAGA

BIDANG
SARANA PRASARANA DAN
KEMITRAAN

|

1. TIM KERJA LINGKUP
PENYADARAN PEMUDA

2. TIM KERJA LINGKUP
PEMBERDAYAAN PE
MUDA
3. TIM KERJA LINGKUP
PENGEMBANGAN PEMUDA
4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
TARIAT DAERAH KOTA MEDAN

1. TIM KERJA LINGKUP
OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN
SENTRA OLAHRAGA

2. TIM KERJA LINGKUP
OLAHRAGA REKREASI,
TRADISIONAL, DAN LAYANAN
KHUSUS

3. TIM KERJA LINGKUP
PENGHARGAAN OLAHRAGA

4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA

1. TIM KERJA LINGKUP
PEMBIBITAN, ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN

2. TIM KERJA LINGKUP PROMOSI

OLAHRAGA DAN OLAHRAGA
PRESTASI

3. TIM KERJA LINGKUP
STANDARISASI OLAHRAGA

4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

1. TIM KERJA LINGKUP SARANA
DAN PRASARANA PEMUDA

2. TIM KERJA LINGKUP
SARANA DAN PRASARANA
OLAHRAGA
3. TIM KERJA LINGKUP
KEMITRAAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA
4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

UPT

WALI KOTA MEDAN,

ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



LAMPIRAN XXI PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA
DINAS PARIWISATA

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

1. SUB BAGIAN
UMUM

PROGRAM

3. JABATAN FUNGSIONAL

4. JABATAN PELAKSANA

2. TIM KERJA LINGKUP
KEUANGAN DAN PENYUSUNAN

Ii

BIDANG
DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA

I

BIDANG
PEMASARAN PARIWISATA

1. TIM KERJA LINGKUP PENGEMBANGAN
DAYA TARIK WISATA

2. TIM KERJA LINGKUP PENGEMBANGAN
KAWASAN PARIWISATA

3. TIM KERJA LINGKUP PENGEMBANGAN
INDUSTRI PARIWISATA

4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

1. TIM KERJA LINGKUP STRATEGI
PEMASARAN DAN BRAND
PARIWISATA
2. TIM KERJA LINGKUP PROMOSI
PARIWISATA
3. TIM KERJA LINGKUP RISET DAN
ANALISIS DATA PARIWISATA

4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

k.I/TLd
8006162011011007

BIDANG
EKONOMI KREATIF

1. TIM KERJA LINGKUP
RISET, EDUKASI, PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA, DAN
INFRASTRUKTUR

2. TIM KERJA LINGKUP AKSES
PERMODALAN DAN PEMASARAN

3. TIM KERJA LINGKUP FASILITASI

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN
WILAYAH

4. JABATAN FUNGSIONAL

5. JABATAN PELAKSANA

WALI KOTA MEDAN,

ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



LAMPIRAN XXII PERATURAN WALI KOTA MEDAN
STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA

NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH

KEPALA DINAS
SEKRETARIS
1. SUB BAGIAN UMUM
2. TIM KERJA LINGKUP KEUANGAN
3. TIM KERJA LINGKUP PENYUSUNAN PROGRAM
4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA
L BmAmla I I
BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN BIDANG BIDANG
PENGEMBANGAN KOLEKSI , PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DAN LAYANAN
LAYANAN, DAN KONSERVASI KEARSIPAN PEMANFAATAN ARSIP
BAHAN PUSTAKA [
1. TIM KERJA LINGKUP PEMBINAAN 1 TIM KERJA LINGKUP 1. TIM KERJA LINGKUP
e N BANCAN BN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN PEMBINAAN PERANGKAT DAERAH, PENGELOLAAN ARSIP
PENGOLAHAN BAHAN FUSTAKA MASYARAKAT, ORGANISASL POLITIK, DAN
2. TIM KERJA LINGKUP PEMBINAAN = 'MASYARAKAT d 2. TIM KERJA LINGKUP AKUISISI,
2 A1IM KERJA LINGKUP TENAGA PERPUSTAKAAN PENGELOLAAN DAN PRESERVASI
LAYA] A MASI, DAN KERJA 2. TIM KERJA LINGKUP PENGAWASAN ARSIP
SAMA 3. TIM KERJA LINGKUP PERANGKAT DAERAH ,PERUSAHAAN
PENGEMBANGAN PEMBUDAYAN DAERAH, ORGANISASI MASYARAKAT, 3. TIM KERJA LINGKUP LAYANAN
3. TIM KERJA LINGKUP KEGEMARAN MEMBACA ORGANISASI POLITIK, DAN MASYARAKAT DAN PEMANFAATAN SISTEM
KONSERVASI BAHAN PUSTAKA INFORMASI KEARSIPAN
3. TIM KERJA LINGKUP PEMBINAAN
4. JABATAN FUNGSIONAL SUMBER DAYA MASYARAKAT DAN
4. JABATAN FUNGSIONAL KEARSIPAN
4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA 5. JABATAN PELAKSANA 4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA 5. JABATAN PELAKSANA
UPT
WALI KOTA MEDAN,
ttd
PALA BAGIAN HUKUM
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

ARIAT DAERAH KOTA MEDAN

PI SANJAYA, S.H., M.H.
Tk.I/1Ld
8006162011011007




LAMPIRAN XXIII PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEPALA BADAN

SEKRETARIS

1. SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2. SUB BAGIAN
KEUANGAN
3. TIM KERJA LINGKUP
PENYUSUNAN PROGRAM
4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA

[

BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN, DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN

I

BBIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA

[

BIDANG PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM

BIDANG INFRASTRUKTUR DAN

KEWILAYAHAN

1. TIM KERJA LINGKUP
PERENCANAAN DAN PENDANAAN
2. TIM KERJA LINGKUP DATA
DAN INFORMASI
3. TIM KERJA LINGKUP
PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN
PELAPORAN
4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA

1. TIM KERJA LINGKUP
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2. TIM KERJA LINGKUP SOSIAL
DAN KEMASYARAKATAN
3. TIM KERJA LINGKUP
PEMERINTAHAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA

1. TIM KERJA LINGKUP
PENGEMBANGAN DUNIA USAHA
2. TIM KERJA LINGKUP PANGAN,
PERTANIAN, DAN SUMBER DAYA

ALAM
3. TIM KERJA LINGKUP KEUANGAN,
INVESTASI, DAN PARIWISATA
4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
ETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

JU I SANJAYA, S.H., M.H.

P Tk.I/ILd

NJB/198006162011011007

1. TIM KERJA LINGKUP
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

1

2. TIM KERJA LINGKUP
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

11

3.TIM KERJA LINGKUP
INFRASTRUKTUR DAN K

EWILAYAHAN II1

4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION




LAMPIRAN XXIV PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

KEPALA BADAN

SEKRETARIS

1. SUB BAGIAN
UMUM
2. SUB BAGIAN
KEUANGAN
3. TIM KERJA LINGKUP
PENYUSUNAN PROGRAM
4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA

BIDANG
BIDANG BIDANG BIDANG
PENGAD‘“”';;’EC')“RB&*;:ENT'AN Bl MUTASI DAN PROMOSI PENGEMBANGAN APARATUR PENILAIAN APARATUR

|

1. TIM KERJA LINGKUP

1. TIM KERJA LINGKUP PELATIHAN

1. TIM K LINGKUP M
ERoA o oAl PENJENJANGAN DAN SERTIFIKASI

1. TIM KERJA LINGKUP PENGADAAN DAN

PEMBERHENTIAN 2. TIM KERJA LINGKUP KINERJA
2. TIM KERJA LINGKUP DATA DAN KEPANGKATAN 2. TIM KERJA LINGKUP PELATIHAN . TIM KERJA LINGKUP
INFORMASI 3. TIM KERJA LINGKUP TEKNIS DAN FUNGSIONAL DISIPLIN
3. TIM KERJA LINGKUP FASILITASI PENGEMBANGAN KARIR PEN%;&";;‘}%XQ ég“w?;{é%lw 3. TIM KERJA LINGKUP
4. NGSIO
PROFESI ASN JABATAN FU NAL 4. JABATAN FUNGSIONAL PENGHARGAAN

4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA

5. JABATAN PELAKSANA

5. JABATAN PELAKSANA

4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA

WALI KOTA MEDAN,

ttd

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

S, ETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

JYNAIDI SANJAYA, S.H., M.H.
Pffata Tk.1/IILd
198006162011011007



LAMPIRAN XXV PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG STRUKTUR ORGANISAS| DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH

KEPALA BADAN
r
| SEKRETARIS
1. SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2. TIM KERJA LINGKUP KEUANGAN DAN
PENYUSUNAN PROGRAM
3. JABATAN FUNGSIONAL
4. JABATAN PELAKSANA
KOORDINATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
UNTUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN,KORDINASI,
SINKORNISASI DAN PENGENDALIAN PENELITIAN, KOORDINATOR LINGKUP PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN DAN PENERPAN ILMU KEBIJAKAN, KORDINASI, SINKORNISASI DAN
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PENGENDALIAN INVENSI DAN INOVASI
1, TIM KERJA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN LINGKUP SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HDUP
2. TIM KERJA PENELITIAN, PENGEMBANGAN PENGKAJIAN DAN 1, TIM KERJA LINGKUP INVENSI DAN INOVASI LINGKUP
PENERAPAN LINGKUP PENGEMBANGAN WILAYAH, FISIK DAN PRASARANA PEMERINTAHAN
3. TIM KERJA PENELITIAN, PENGEMBANGAN PENGKAJIAN DAN 2. TIM KERJA LINGKUP INVENSI DAN INOVASI LINGKUP
PENERAPAN LINGKUP EKONOMI PEMBANGUNAN
4. TIM KERJA LINGKUP PENELITIAN, PENGEMBANGAN PENGKAJIAN DAN 3. TIM KERJA LINGKUP INVENSI DAN INOVASI LINGKUP
PENERAPAN LINGKUP SOSIAL DAN BUDAYA KEMASYARAKATAN
5. TIM KERJA LINGKUP PENELITIAN, PENGEMBANGAN pENGKAJIAN DAN 4. JABATAN FUNGSIONAL
PENERAPAN LINGKUP KEPENDUDUKAN UPT 5. JABATAN PELAKSANA
6. TIM KERJA LINGKUP PENELITIAN, PENGEMBANGAN pENGKAJIAN DAN
PENERAPAN LINGKUP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7. JABATAN FUNGSIONAL
8. JABATAN PELAKSANA

WALI KOTA MEDAN,
ttd

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

ARIAT DAERAH KOTA MEDAN

DI SANJAYA, S.H., M.H.
Perfgta Tk.1/11L.d
NI¥198006162011011007



LAMPIRAN XXVI PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPALA BADAN

SEKRETARIS

1. SUB BAGIAN
UMUM
2. TIM KERJA LINGKUP
KEUANGAN

3. TIM KERJA LINGKUP
PENYUSUNAN PROGRAM
4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA

[ | I |

BIDANG
BIDANG
BIDANG ASET DAN INVESTASI
BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN RO ... T AKUNTANSI DAN PELAPORAN
1. SUB BIDANG PENDATAAN DAN
1. SUB BIDANG NP — el h e INVENTARISASI ASET
ANGGARAN 1 2. SUB BIDANG PEMBIAYAAN DAN
PERBENDAHARAAN I 2. SUB BIDANG
2. SUB BIDANG D ShaNG il INVESTASI
ANGGARAN II PERBENDAHARAAN 11 3. TIM KERJA LINGKUP PENGOLAHAN 3. TIM KERJA LINGKUP PENGENDALIAN
3. SUB BIDANG 3. TIM KERJA KAS DAERAH DATA DAN INFORMASI DAN PENGAWASAN ASET
aHagARAY I 4. JABATAN FUNGSIONAL 4. JABATAN FUNGSIONAL 4, JABATAN FUNGOIONAL
4. JABATAN FUNGSIONAL 5. JABATAN PELAKSANA . JABATAN PELAKSANA 5. JABATAN PELAKSANA
5. JABATAN PELAKSANA : 5.

WALI KOTA MEDAN,

ttd

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

RETARIAT DAERAH KOTA MEDAN MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

I SANJAYA, S.H., M.H.
Penlgfa Tk.I/IILd
NIP 198006162011011007



LAMPIRAN XXVII PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH

KEPALA BADAN

SEKRETARIS
|

1. SUB BAGIAN
UMUM
2. TIM KERJA LINGKUP
KEUANGAN

3. TIM KERJA LINGKUP
PENYUSUNAN PROGRAM
4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA

[ I

BIDANG PBJT JASA PERHOTELAN,
MAKANAN, DAN MINUMAN, KESENIAN DAN
HIBURAN

I |
BIDANG PBJT PARKIR, TENAGA BIDANG BIDANG
LISTRIK, PAJAK REKLAME, PAJAK PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN
AIR TANAH, DAN PAJAK SARANG BgﬁgsgkﬁHﬁ:KAl;{}g}SB%A&iNAN PAJAK, RETRIBUSI DAERAH, OPSEN PKB
BURUNG WALET i DAN BBNKB

1. SUB BIDANG
PBJT MAKANAN DAN MINUMAN
2. SUB BIDANG

1. SUB BIDANG REKLAME

1. SUB BIDANG PAJAK BUMI BANGUNAN
2. SUB BIDANG PBJT PARKIR,

1. SUB BIDANG PERENCANAAN,
2. SUB BIDANG BEA PEROLEHAN HAK

PBJT HOTEL DAN HIBURAN
3. KETUA TIM KERJA LINGKUP
PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN

LISTRIK, DAN AIR TANAH
3. KETUA TIM KERJA LINGKUP
PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN

ATAS TANAH DAN BANGUNAN
3. KETUA TIM KERJA LINGKUP
PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN

PENGEMBANGAN, EVALUASI PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
2. SUB BIDANG OPSEN PKB DAN BBNKB 3.

TIM KERJA LINGKUP HUKUM DAN
TUNGGAKAN PUBLIKASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
4. JABATAN FUNGSIONAL DAERAH

5. JABATAN PELAKSANA 4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA

TUNGGAKAN
4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA

TUNGGAKAN
4. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA

| o |

WALI KOTA MEDAN,

ttd
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SEXRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

198006162011011007



LAMPIRAN XXVIII PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH

n KEPALA BADAN

STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| SEKRETARIS

1. SUB BAGIAN

DAN ANGGARAN

KEPEGAWAIAN DAN UMUM
2. TIM KERJA LINGKUP PROGRAM

3. TIM KERJA LINGKUP KEUANGAN
4.. JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA

[

BIDANG
BINA IDEOLOGI, WAWASAN
KEBANGSAAN, DAN KARAKTER BANGSA

BIDANG
POLITIK DALAM NEGERI

1. TIM KERJA LINGKUP IDEOLOGI DAN
WAWASAN KEBANGSAAN

2. TIM KERJA LINGKUP BELA NEGARA
DAN KARAKTER BANGSA
3. JABATAN FUNGSIONAL
4. JABATAN PELAKSANA

Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIAT DAERAH KOTA MEDAN

Ju 1 SANJAYA, S.H., M.H.
Pe Tk.I/ILd
NIF198006162011011007

1. TIM KERJA LINGKUP PENDIDIKAN POLITIK
DAN PENINGKATAN DEMOKRASI
2. TIM KERJA LINGKUP FASILITASI
KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN
DAN PARTAI POLITIK
3. JABATAN FUNGSIONAL
4. JABATAN PELAKSANA

BIDANG
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,
BUDAYA, AGAMA, DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

1. TIM KERJA LINGKUP KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA
2. TIM KERJA LINGKUP ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
3. JABATAN FUNGSIONAL
4, JABATAN PELAKSANA

1

BIDANG
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK

1. TIM KERJA LINGKUP KEWASPADAAN
DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN
2. TIM KERJA LINGKUP PENANGANAN
KONFLIK
3. JABATAN FUNGSIONAL
4. JABATAN PELAKSANA

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION




LAMPIRAN XXIX PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 54 TAHUN 2024
STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KEPALA BADAN
SEKRETARIS
1. SUB BAGIAN UMUM
2. TIM KERJA LINGKUP KEUANGAN
3. TIM KERJA LINGKUP PROGRAM
4..JABATAN FUNGSIONAL
5. JABATAN PELAKSANA
BIDANG
BIDANG
BIDAN!
PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN AT DSN p—— REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
1. TIM KERJA LINGKUP REHABILITASI
1. TIM KERJA LINGKUP PENCEGAHAN 1. TIM KERJA LINGKUP KEDARURATAN 2. TIM KERJA LINGKUP REKONSTRUKSI
2. TIM KERJA LINGKUP KESIAPSIAGAAN 2. TIM KERJA LINGKUP LOGISTIK 3. JABATAN FUNGSIONAL
3. JABATAN FUNGSIONAL 3. JABATAN FUNGSIONAL 4. JABATAN PELAKSANA
4. JABATAN PELAKSANA 4. JABATAN PELAKSANA

WALI KOTA MEDAN,
ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
ARIAT DAERAH KOTA MEDAN

[ SANJAYA, S.H., M.H.
Tk.I/ILd
198006162011011007



LAMPIRAN XXX PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR 54 TAHUN 2024

STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
CAMAT
SEKRETARIS
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM KEUANGAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
TATA PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN DAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SARANA DAN PRASARANA WILAYAH
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UMUM

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
S ARIAT DAERAH KOTA MEDAN

JUN 1 SANJAYA, S.H., M.H.
Penaé@ Tk.I/II1.d
NIP 198006162011011007

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL DAN
PELAKSANA

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



LAMPIRAN XXXI PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 54 TAHUN 2024
STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH KELURAHAN

LURAH
SEKRETARIS
SEKSI
SEKSI SEKSI
. KETENTERAMAN DAN
TATA PEMERINTAHAN KETERTIBAN UMUM PEMBANGUNAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
PELAKSANA

WALI KOTA MEDAN,
ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

D SANJAYA, S.H., M.H.
o/ Tk.1/111.d
$8006162011011007



